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I. Latar Belakang 

P ada 6 Januari 2022, Presiden Joko Widodo mengadakan Konferensi Pers terkait 
dengan pencabutan izin dan hak atas tanah. Dalam kesempatan tersebut, Presiden 
menjelaskan alasan pencabutan ketiga jenis izin. Pertama, 2078 Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) dicabut karena tidak pernah mengirimkan rencana kerja. Kedua, 

192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 ha dicabut karena tidak aktif, tidak membuat 
rencana kerja dan ditelantarkan. Ketiga, HGU Perkebunan seluas 34.448 Ha dicabut karena 
ditelantarkan.   1

Inisiatif ini dinilai banyak pihak sebagai inisiatif yang cukup baik sebagai bentuk  langkah 
korektif, walaupun minim informasi dapat diakses oleh publik. Salah satu SK pencabutan izin 
yang dapat diakses oleh publik adalah SK Menteri LHK No. 01 Tahun 2022 yang terbit pada 
tanggal 5 Januari 2022. SK tersebut menerangkan jenis izin konsesi Kawasan Hutan yang 
menjadi objek kegiatan evaluasi, penertiban dan pencabutan izin, diantaranya dapat dilihat 
dalam tabel berikut: 

No. Jenis Perizinan yang Dicabut  

1. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau sebelumnya disebut HPH/IUPHHK-HA, 

merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami; 

2. PBPH atau sebelumnya disebut HTI/IUPHHK-HT, merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk 

kegiatan pemanfaatan kayu tanaman budi daya; 

3. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau sebelumnya disebut Izin Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan (IPPKH), untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan (antara lain 

pertambangan, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, kelistrikan); 

4. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, merupakan perubahan peruntukan Kawasan Hutan 

Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi menjadi bukan kawasan hutan serta 

tukar menukar kawasan hutan; dan 

5.  Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)/Ekowisata atau sebelumnya disebut Hak/

Izin Pengusahaan Pariwisata Alam merupakan pemanfaatan berupa izin usaha yang diberikan 

untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata 

alam pada Kawasan Konservasi 

 Sekretariat Presiden “Live: Konferensi Pers Presiden RI tentang IUP, HGU, dan HGB, Istana Bogor, 6 Januari 1

2022“ https://www.youtube.com/watch?v=i5P5xYEQu6k 
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SK ini pada pokoknya berisikan tiga (3) Lampiran. Keputusan yang terdapat pada Lampiran I 
adalah izin yang dicabut selama periode September 2015 s/d Juni 2021, sebanyak 42 unit 
perizinan/perusahaan dengan luasan 812.796,93 Ha. Lampiran II berisi keputusan atas 192 unit 
perizinan/perusahaan dengan luasan sebesar 3.126.439,36 Ha yang dicabut izin konsesinya di 
tanggal 6 Januari 2022. Sementara, Lampiran III berupa da!ar objek evaluasi dan penertiban 
izin usaha dengan jumlah perizinan/perusahaan sebanyak 106 unit dengan luas 1.369.567,55 
ha.  
  
Dari 192 izin konsesi kehutanan yang dicabut oleh KLHK, diantaranya adalah sebanyak 17 izin 
merupakan Hak Pemanfaatan Hutan (HPH)/ Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan 
Alam (IUPHHK-HA) yang sekarang diubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 
(PBPH), 21 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (HTI/IUPHHK-
HTI), 14 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), 3 Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata 
Alam (IUPSWA)/Ekowisata atau sebelumnya disebut Hak/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam, 11 
Izin merupakan Izin Prinsip, dan 126 Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang diperuntukan untuk 
perkebunan monokultur sawit. 

Dalam perjalanannya, kemudian diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi pada tanggal 20 Januari 
2022. Satuan Tugas (Satgas) yang diketuai oleh Menteri Investasi ini pada ruang lingkup 
tugasnya memiliki fungsi utama koordinasi antar kementrian untuk integrasi pencabutan izin. 
Mengingat perizinan untuk suatu aktivitas usaha baik pada sektor pertambangan, kehutanan, 
dan perkebunan terikat dengan kewenangan yang dimiliki oleh beberapa kementrian, 
dibutuhkan suatu jembatan koordinasi yang mampu melakukan kebijakan korektif secara 
holistik untuk melakukan pencabutan semua perizinan yang dikantongi di setiap sektor usaha. 

Minimnya informasi bagi publik dalam mengawal tindak lanjut proses penyelesaian pencabutan 
perizinan ini menjadi salah satu isu penting yang mengiringi perjalanan inisiatif tidakan korektif 
yang dilakukan Negara. Pasalnya, tidak adanya informasi yang cukup membuat proses menjadi 
menggantung sehingga mengakibatkan banyak perusahaan yang sudah dicabut izinnya masih 
beroperasi dilapangan. Akibat tidak adanya kepastian hukum, membuat pelangaran demi 
pelanggaran terus menerus lahir. Kurangnya langkah progressif dari Negara berdampak pada 
beban ekonomi, social, dan ekologis yang seharusnya dapat dihentikan sesegera mungkin 
dengan menindaklanjuti inisiatif tindakan korektif ini. 

Sehingga dalam laporan ini, WALHI dan koalisi mencoba membedah hambatan yang 
merintangi perkembangan dari tindak lanjut yang seharusnya mampu dilakukan oleh Satgas. 
Oleh sebab minimnya data dan informasi yang dapat diakses, WALHI dan koalisi hanya 
mendasarkan data yang ada berdasarkan SK Menteri LHK No. 01 Tahun 2022 dan berfokus 
pada tindak lanjut Satgas yang berdasrkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Dalam laporan ini WALHI 
dan koalisi akan menyajikan kritik dan saran untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih 
baik. 
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II. Metodologi 

M etodologi yang dipakai dalam menyusun laporan ini menggunakan studi literatur 
beberapa undang-undang beserta peraturan turunanya yang berkaitan dengan 
perizinan di sector kehutanan dan perkebunan, serta laporan-laporan lainnya yang 
berkaitan. Selain studi literatur, laporan ini juga disusun berdasarkan informasi yang 

dapat diperoleh dari berbagai medium publikasi serta investigasi lapangan untuk mendapatkan 
informasi dan fakta-fakta lapangan. 

7



Kegagalan Inisiatif Pencabutan Izin dan Evaluasi Izin Bagi Pemulihan Hak Rakyat dan Pemulihan Lingkungan                  Mei 2023

8



Kegagalan Inisiatif Pencabutan Izin dan Evaluasi Izin Bagi Pemulihan Hak Rakyat dan Pemulihan Lingkungan                  Mei 2023

III. Catatan Temuan Investigasi Lapangan 

D engan keterbatasan data dan informasi dari pemerintah pasca pencabutan izin, 
WALHI dan beberapa Organisasi Masyarkaat Sipil (OMS) koalisi mencoba melakukan 
pemantauan lapangan terhadap beberapa perusahaan yang masuk dalam Lampiran 
I, II dan III SK Menteri LHK No.01/2022.  

WALHI dan koalisi memiliki beberapa catatan khusus berdasarkan analisa yang dilakukan, baik 
analisa lapangan maupun analisa hukum. Beberapa da!ar perusahaan dalam pembuatan 
catatan ini merupakan objek yang diadvokasi WALHI dan koalisi di lapangan. Sehingga WALHI 
dan koalisi telah lama mendorong pencabutan izinnya guna dapat didistribusikan menjadi 
Wilayah Kelola Rakyat. 

a. Catatan Temuan Terhadap Izin Perusahaan yang Dicabut (SK Lampiran I dan II) 

1. PT. Nusa Pala Nirwana (PT NPN) di Maluku Utara, secara factual eks konsesi 
PT NPN merupakan wilayah Kelola rakyat yang telah dikelolah sebelum izin 
diberikan. Pasca izin dicabut  hingga September 2022 PT NPN yang telah 
dicabut izinnya ini masih beroperasi, ditandai dengan bukti pembayaran PSDH 
pada 8 September 2022. Ada dua bukti pembayaran dengan kategori Kayu 
Bulan Besar (KBB) sejumlah Rp 1,883,940 untuk PSDH dan 483.43 USD untuk 
Dana Reboisasi. Sedangkan kategori Kayu Bulat Sedang (KBS) pembayaran 
PSDH sebesar Rp 1,038,020 dan 240.42 USD untuk Dana Reboisasi. 

2. PT. Tunas Hutan Pratama (PT THP) di Sumatera Selatan, secara faktual eks 
konsesi ini merupakan wilayah Kelola rakyat dan pemukiman. Sejak izin 
diterbitkan hingga dicabut perusahaan ini tidak pernah beroperasi. 

3. PT. Teluk Mekaki Indah (PT TMI) di Nusa Tenggara Barat, secara faktual 
wilayah yang sebelumnya menjadi Izin Usaha Penyedian Sarana Wisata Alam 
(IUPSWA) ini merupakan wilayah adat milik masyarakat adat dan selama izin 
diberikan kepada perusahaan, perusahaan tidak pernah beroperasi. Maka, 
seharusnya KLHK merekognisi Kawasan hutan tersebut menjadi hutan adat.  

4. PT. Permata Nusa Mandiri (PT PNM) di Papua, secara faktual wilayah ini 
merupakan wilayah adat milik masyarakat adat Lembah Grime Nawa. Pasca izin 
dicabut, periode 1 Januari - 12 Februari 2022 PT PNM teridentifikasi 
pembukaan hutan seluas 70 hektar.   
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5. PT Bintuni Agro  Prima Perkasa (PT BAPP) di  Papua Barat, secara faktual 
wilayah ini merupakan wilayah adat milik masyarakat adat  Mpur, Irrires dan 
Myah dan masyarakat adat tersebut menolak keberadaan perusahaan tersebut 
di wilayah adat mereka. 

6. PT  Anugera Sakti Internusa (PT ASI) di Sorong Selatan, secara faktual wilayah 
ini merupakan wilayah adat milik masyarakat adat di Distrik Konda dan 
Teminabuan. Masyarakat adat juga menolak keberadaan perusahaan sebab 
wilayah tersebut merupakah tempat hidup dan mata pencaharian masyarakat, 
hutan bersejarah dan keramat, serta wilayah milik masyarakat adat ini tidak luas. 

7. PT. Banyan Tumbuh Lestari (PT. BTL/Provident Agro Grup), beroperasi 
dengan mengantongi izin Perhutanan Sosial seluas 15.493 Ha pada 2020 
diatas Kawasan yang telah dilepaskan status Kawasan hutannya. Perusahaan 
telah menanami tanaman Pohon Gamal dan Kaliandra.  Telah dibangun pabrik 
wood pellet  serta terdapat lokasi calon pelabuhan milik PT. Banyan Tumbuh 
Lestari yang dibuat dengan mereklamasi lahan mangrove.  Perusahaan masih 
beroperasi seperti biasanya meskipun izinnya telah dicabut. 

8. PT. Inti Global Laksana (PT. IGL/Provident Agro Grup), beraktivitas dengan 
melakukan penanaman pohon Gamal dan Kaliandra dengan izin Perhutanan 
Sosial yang diperoleh pada tahun 2020. Sedangkan KLHK telah melepaskan 
Kawasan hutan ini melalui SK 566/MENHUT-II/2011 untuk izin penanaman sawit 
oleh PT Inti Global Laksana. Perusahaan telah menanami tanaman Pohon 
Gamal dan Kaliandra. Telah dibangun pabrik wood pellet .  

b. Catatan Temuan Terhadap Izin Perusahaan yang Dievaluasi (SK Lampiran III)  

1. PT. Limbah Kayu Utama (PT LKU), perusahan ini beroperasi melalui izin 
SK.327/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dengan kategori izin Hutan 
Tanaman Industri IUPHHK-HTI yang wajib dilakukan evaluasi melalui Lampiran 
III SK Menteri. Secara hukum izin yang dikantonginya merupakan pemanfaatan 
kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu tanaman budidaya tanpa 
melepaskan status kawasan hutan. Terdapat kewajiban monitoring dan evaluasi 
oleh KLHK untuk melakukan evaluasi apakah izin yang diberikan masih relevan. 

2. PT. Inecda, perusahaan ini beroperasi melalui izin Pelepasan Kawasan Hutan 
dari Menteri Kehutanan Seluas 12.703 hektar yang diterbitkan pada 15 April 
1989 dengan nomor SK 93/KPTS-II/1989. PT. Inecda memperoleh IUP pada 20 
Juli 2015 dari Bupati Inhu Yopi Arianto seluas 9.466,05 Ha dengan Nomor SK 
Kpts.400/VII/2015. PT. Inecda memiliki 2 areal HGU dengan total luas 9.465,9 
hektar. HGU No. 01 seluas 6.357,9 hektar yang diterbitkan pada tanggal 1 April 
1992 dan HGU No. 19 hektar yang diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2000 
dengan seluas 3.108 hektar yang berlokasi di Kabupaten Inhu. PT Inecda wajib 
dilakukan evaluasi melalui Lampiran III SK Menteri. Terdapat kewajiban 
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monitoring dan evaluasi oleh KLHK untuk melakukan evaluasi apakah izin yang 
diberikan masih relevan. Selain itu, ATR/BPN juga memiliki kewajiban untuk 
memonitoring dan mengevaluasi perizinan HGU milik PT Inecda. 

3. PT. Gandahera Hendana, perusahaan ini beroperasi dengan Pelepasan 
Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan yaitu SK nomor 806/KPTS-II/1993 
seluas 12.462 yang diterbitkan pada 30 November 1993 dan SK nomor 806/
KPTS-II/1995 tanggal 30 November 1995. PT. Gandahera Hendana memiliki 6 
areal HGU dengan total luas 14.387 Ha. HGU No. 01 seluas 1.360 Ha berlokasi 
di Desa Kerumutan dan HGU No. 02 seluas 6.437 Ha di Desa Ukui II kedua 
HGU ini diterbitkan pada 11 April 1995, HGU No. 14 Tahun1996 seluas 6.087 Ha 
di Desa Redang Seko, Banjar Balam dan Seko Lubuk Tigo, HGU 16 Tahun 1997 
tanggal 05 Desember 1997 seluas 200 Ha di Desa Redang Seko dan Banjar 
Balam, HGU No. 18 Tahun 2000 tanggal 20 Juni 2000 seluas 200 Ha di Desa 
Banjar Balam dan HGU 21 tahun 2003 tanggal 16 Juni 2003 seluas 103 Ha di 
Desa Banjar Balam. PT. Gandahera Hendana wajib dilakukan evaluasi melalui 
Lampiran III SK Menteri. Terdapat kewajiban monitoring dan evaluasi oleh KLHK 
untuk melakukan evaluasi apakah izin yang diberikan masih relevan. Selain itu, 
ATR/BPN juga memiliki kewajiban untuk memonitoring dan mengevaluasi 
perizinan HGU milik PT Gandahera Hendana. 

Perusahaan-perusahaan yang izinnya telah dicabut tentu memiliki konsekuensi 
hukum. Analisa terhadap konsekuensi yang wajib diterima oleh perusahaan-
perusahaan tersebut secara ringkas dapat dipahami dengan ilustrasi sederhana 
sebagaimana berdasarkan masing-masing jenis izin konsesi kehutanan. Sebagai 
catatan, konsekuensi ini kemudian berlaku apabila telah terdapat  keputusan 
tata usaha negara yang final, individual, dan konkrit.  

1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak 
Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu di Hutan Alam (IUPHHK-HA). 

Konsekuensi hukum dari pencabutan izin PBPH/HPH/IUPHHK-HA 
seharusnya perusahaan atau pelaku usaha tidak boleh melakukan 
kegiatan usahanya kembali dalam pemanfaatan kayu sebagaimana izin 
kegiatan utamanya. 

2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hutan Tanaman 
Industri (HTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan 
Tanaman (IUPHHK-HT). 

Konsekuensi pencabutan izin PBPH/HTI/IUPHHK-HT adalah 
perusahaan pemegang izin tidak boleh melakukan kegiatan usahanya 
kembali dalam pemanfaatan kayu sebagai izin kegiatan utamanya. 
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3) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan (IPPKH). 

Konsekuensi hukum pencabutan izin IPPKH adalah tidak boleh 
memanfaatkan kawasan hutan tersebut untuk kegiatan di luar 
kehutanan, e.g. pertambangan, karena IPPKH tidak mengubah fungsi 
dan status kawasan, sehingga masih tetap menjadi kawasan hutan, 
tanpa IPPKH maka pelaku usaha dianggap berkegiatan tanpa izin. 

4) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan atau Izin Pelepasan Kawasan 
Hutan (IPKH). 

Salah satu konsekuensi hukum terhadap pencabutan jenis izin ini 
berimplikasi bagi 2 (dua) pihak. Pertama, bagi perusahaan atau 
pemegang izin. Kedua, bagi status kawasan hutan  sendiri. Tentunya 
bagi si pemilik izin tidak memiliki legitimasi perizinan kembali untuk 
menguasai lahan yang meskipun sudah bukan kawasan hutan. Secara 
prinsip, legitimasi perusahaan atau pelaku usaha dapat melakukan 
usaha di lahan tersebut dan memperoleh perizinan lainnya adalah 
perusahaan sudah mengantongi terlebih dahulu persetujuan atau izin 
PKH. Sehingga pencabutan izin ini berimplikasi gugurnya pemenuhan 
syarat kemampuan perusahaan atau si pemegang izin dalam 
melakukan kewajibannya.  Konsekuensi bagi status kawasan hutan  
adalah secara status kawasan tidak langsung menjadi kawasan hutan. 
Secara hukum harus ada pengukuhan kembali (penunjukan, tata 
batas, pemetaan, penetapan) unutk menjadi kawasan hutan. 

5) Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)/Ekowisata atau 
Hak/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam. 

Konsekuensi hukum bagi pemegang izin IUPSWA yang telah dicabut 
adalah tidak boleh melakukan kegiatan usaha pariwisata sebagai 
kegiatan utamanya. 
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IV. Telaah Kritis Politik Kebijakan 

S ebagaimana latar belakang laporan ini, inisiatif tindakan korektif negara oleh Presiden 
pada awal Januari 2022 lalu adalah dengan melakukan pencabutan izin dan hak atas 
tanah terhadap beberapa entitas subjek hukum. Tindakan korektif tersebut 
diwujudkan dengan melakukan pencabutan terhadap tiga jenis izin. Tindakan ini 

dilakukan melalui kementrian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya masing-masing. 
Pertama, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh Kementrian ESDM. Kedua, izin 
konsesi kehutanan yang dilakukan oleh Kementrian LHK. Ketiga, HGU Perkebunan yang 
dilakukan oleh Kementrian ATR/BPN. 

Namun demikian, tindakan yang dilakukan masing-masing kementerian berpotensi  berakhir 
tidak sinergis dan menimbulkan masalah ketidakpastian hukum yang perlu untuk diatasi agar 
prinsip keadilan dapat terpenuhi. Misalnya, pencabutan izin di bidang kehutanan masih 
membutuhkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh Kementrian 
ESDM agar kegiatan usaha terhenti sepenuhnya. Contoh lain adalah izin konsesi kehutanan 
yang dicabut oleh Kementrian LHK masih memerlukan pencabutan HGU oleh Kementrian ATR/
BPN. Sinergitas pencabutan antar K/L menjadi pertanyaan besar bagi publik karena tidak 
adanya transparansi.  

Seyogyanya penerbitan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas 
Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (Keppres 1/2022) yang menyusul terbit 
menjadi langkah yang tepat sebagai solusi. Namun hingga hari ini progress tindakan korektif 
negara tidak juga mendapatkan titik terangnya. Berangkat dari itu, WALHI dan koalisi mencoba 
untuk melakukan telaah kritis terhadap kebijakan yang telah diambil dalam permasalahan ini.  

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, minimnya informasi membuat telaah kritis ini 
terbatas hanya bisa berfokus pada dua (2) kebijakan yang dapat diakses. Pertama, adalah SK 
Menteri LHK 01/2022, dan Kedua, adalah Keppres 1/2022. 

1) Tinjauan atas SK Menteri LHK 01/2022 

Secara hukum, KLHK memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring, evaluasi, hingga 
pencabutan perizinan konsesi izin kehutanan. Jenis izin konsesi kehutanan berada dibawah 
kewenangan KLHK diantaranya termasuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, dan IUPSWA. Sehingga 
penerbitan SK Menteri LHK 01/2022 telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. 
Menteri LHK memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan review, hingga evaluasi terhadap 
setiap izin kehutanan yang diterbitkan.  

14



Kegagalan Inisiatif Pencabutan Izin dan Evaluasi Izin Bagi Pemulihan Hak Rakyat dan Pemulihan Lingkungan                  Mei 2023

Mengulas SK Menteri LHK 01/2022, sejatinya berisi lima (5) amar penetapan yang diputuskan 
oleh Menteri. Pertama, tentang Izin konsesi kawasan hutan yang menjadi obyek kegiatan 
evaluasi, penertiban dalam SK ini. Kedua, tentang Keputusan Menteri Kehutanan dan 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut selama periode September 
2015 s/d Juni 2021 sebanyak 42 unit perizinan/perusahaan seluas 812.796,93 Ha sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I SK ini. Ketiga, mencabut Keputusan Menteri Kehutanan dan 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 192 unit perizinan/perusahaan 
seluas 3.126.439,36 Ha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II SK ini, terhitung mulai 
tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana ditetapkan dengan SK ini. 

Untuk selanjutnya, pada amar penetapan keempat, Menteri memerintahkan tiga (3) Direktur 
Jenderal (Dirjen) yaitu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; Direktur Jenderal 
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya 
Alam dan Ekosistem, untuk melakukan dua (2) tindakan: 

a. atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pencabutan Izin Setiap 
Perusahaan Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA. Artinya 
adalah menindaklanjuti untuk melakukan penerbitan keputusan pencabutan yang 
bersifat konstitutif terhadap 192 unit perizinan/perusahaan, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II. 

b. menyusun dan menetapkan peta arahan pemanfaatan hutan sesuai ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

Kelima, Menteri memerintahkan Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan 
Pencabutan Izin konsesi Kawasan hutan bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Konservasi 
Sumberdaya Alam dan Ekosistem, untuk melakukan Evaluasi dan Penertiban Izin Usaha secara 
keseluruhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dengan izin-izin 
setidaknya sebanyak 106 unit perizinan/perusahaan, seluas 1.369.567,55 Ha, sebagaimana 
da!arnya tercantum dalam Lampiran III SK ini. 

Melihat uraian amar penetapan di atas, maka dapat kita ketahui bersama bahwa SK Menteri 
LHK 01/2022 tersebut tidak memenuhi syarat sebagai KTUN yang konstitutif. Melainkan SK 
Menteri LHK 01/2022 tersebut khususnya pada amar ke-2 dan ke-3 yang berisi Lampiran II 
hanya bersifat deklaratif atau keputusan deklaratoir, - di mana keputusan tersebut “tidak 
mengubah hak dan kewajiban yang telah ada…”.  Akibat hukum baru timbul apabila keputusan 2

konstitutif dikeluarkan. Perihal ini pun diakui dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Komisi IV DPR RI.   Dalam RDP 3

tersebut, dijelaskan bahwa SK Menteri LHK 01/2022 tersebut merupakan SK yang bersifat 
deklaratif.  

 Ridwan HR, “Hukum Administrasi Negara”, hlm. 157. 2

 DPR RI “Live Streaming – Komisi IV DPR RI Raker dengan Menteri LHK RI” 25 Januari 2022, https://youtu.be/3

dNcnfVu4XL4?t=3777 
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Telaah kebijakan terhadap hal tersebut tentu dapat dilihat dari segi KTUN konstitutif semestinya 
memenuhi syarat konkrit, individual dan final. Sehingga amar penetapan keempat menjadi 
kunci atas SK Menteri LHK 01/2022 yang bersifat deklaratif ini. Perintah amar keempat adalah 
memerintah tiga (3) Dirjen atas nama Menteri untuk membuat keputusan konstitutif tentang 
Pencabutan Izin terhadap Setiap Perusahaan Pemegang izin yang da!arnya ada pada 
Lampiran II.  

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat kita pahami bersama alur proses 
pencabutan izin konsesi kehutanan berdasarkan SK Meneteri LHK 01/2022. Pertama 
penerbitan SK Menteri LHK 01/2022, keputusan deklaratif yang menegaskan pengumuman 
pencabutan sejumlah izin konsesi kehutanan dalam da!ar Lampiran. Selanjutnya berdasarkan 
SK Menteri LHK 01/2022 memerintahkan tiga (3) Dirjen atas nama Menteri untuk membuat 
keputusan konstitutif tentang Pencabutan Izin terhadap Setiap Perusahaan Pemegang izin 
yang da!arnya ada pada Lampiran II.  

Maka dari itu dapat terjawab bahwa sejatinya KLHK memiliki kewenangan pencabutan 
terhadap izin konsesi kehutanan yang telah dikeluarkannya secara konstitutif. Meskipun 
demikian secara pendekatan politik kebijakan tentu menjadi pertanyaan tersendiri kenapa 
Menteri harus menerbitkan keputusan deklaratif dahulu, tidak langsung menerbitkan keputusan 
konstitutif. 

Untuk itu, penerbitan keputusan konstitutif pencabutan izin konsesi kehutanan dapat dilakukan 
oleh KLHK sendiri. Maka timbul pertanyaan, kenapa kemudian muncul Satgas yang mengambil 
alih perihal pencabutan izin ini apabila KLHK saja sudah cukup memiliki kewenangan mutlak 
untuk melakukan penerbitan keputusan pencabutan yang konstitutif?  

Bagian ini telah disinggung sebelumnya, pasca pencabutan izin, tentu tidak mudah 
menemukan legalitas eksekusi dilapangan apabila hanya izin konsesi kehutannya saja yang 
dicabut, sedang perusahaan disisi lain masih mengantongi izin lain seperti IUP ataupun HGU, 
yang kewenangannya tidak berada pada KLHK. Untuk itu, diperlukan tindak lanjut pasca 
pencabutan izin konsesi kehutanan sekalipun keputusannya telah konstitutif.  Sudah seharusnya 
diikuti dengan evaluasi izin oleh Kementrian lain, seperti Kementrian ESDM dan Kementerian 
ATR/BPN.  

Oleh sebab itu, kehadiran Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk oleh Presiden melalui Keppres 
1/2022 menjadi penting untuk mensinergikan tindak lanjut pencabutan izin di tiap-tiap 
Kementrian terkait. Meskipun ada beberapa catatan selama proses yang sudah lebih dari 1 
(satu) tahun dilakukan. Bagian ini akan dibahas pada bagian selanjutnya. 
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2) Telaah atas Keppres 1/2022 

Pendekatan politik kebijakan terhadap terbitnya Keppres 1/2022 tentu dapat dilihat dari dua (2) 
sisi. Sisi pertama, penerbitan Keppres ini tentu menjadi solusi koordinasi antar kemetrian atas 
persoalan holistik untuk mensikronisasikan inisiatif tindakan korektif pencabutan izin. Sisi kedua, 
penerbitan kebijakan Keppres untuk membentuk Satgas muncul paling belakangan, sehingga 
memliki akibat hukum ter-freezing-nya keputusan Kementrian terkait salah satunya SK Menteri 
LHK 01/2022 oleh sebab diambil alih Satgas. Ketidakpastian hukum terjadi ketika KLHK tidak 
dapat menidaklanjuti penerbitan keputusan konstitutif sebagaimana amar keempat SK Menteri 
LHK 01/2022.    

Selain itu, perihal politik kebijakan yang terlihat dari muatan Pasal dalam Keppres. Dalam hal ini 
WALHI dan koalisi mencoba memberikan telaah politik kebijakan terhadap Keppres 01/2022. 
Beberapa poin diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pemilihan tujuan Dibentuknya Satgas untuk Penataan Investasi 

Pemilihan membentuk Satgas untuk Penataan Investasi memperlihatkan bahwa arah dari 
pembentukan satgas adalah untuk kemudahan investasi ataupun hanya melihat pada nilai 
ekonomi semata.  Dalam ketentuan muncul opsi Pendistribusian kepada pelaku usaha 
baru sebagaimana tertuang pada Pasal 3 huruf (f). Namun perlu diperhatikan ketentuan 
Pasal 3 ayat (d dan e), yang menegaskan bahwa klasifikasi dan penetapan peruntukan 
lahan akan dilakukan secara berkeadilan dan memberikan nilai manfaat pada 
kesejahteraan rakyat. 

Namun demikian penting untuk menguji bersama dimana posisi politik kebijakan 
klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya 
memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat itu dapat diwujudkan. Sedangkan 
menjadi sebuah pertanyaan, pendekatan implementasi kebijakan ini dilakukan melalui 
Menteri Investasi/ Kepala BKPM sebagai seorang yang dipilih menjadi Ketua Satgas. Kita 
lihat pemilihan ketua Satgas ini menjadi pilihan politik dari pembentukan kebijakan 
mengarah pada apa yang ditujukan. Karena pada dasarnya, jikalau paramater yang 
digunakan untuk tindakan korektif pencabutan izin adalah permasalahan penegakkan 
hukum seperti, konflik, pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, kejahatan lingkungan, 
korupsi, dll, maka pertanyaan kritis yang diajukan, mengapa bukan seorang Menteri 
Koordinator Politik, Hukum, dan HAM yang dipilih menjadi Ketua Satgas.  

Sayangnya, kondisi ini diperparah oleh kekosongan acuan parameter dalam Keppres 
1/2022 ini. Padahal melihat konteks konflik, penegakan hukum maupun pada konteks 
pemulihan lingkungan adalah penting untuk dituangkan di dalam penentuan penataan 
lahan. Namun demikian, munculnya pasal 3 ayat (d dan e) perlu di pastikan, dimana pada 
ayat tersebut menegaskan bahwa klasifikasi dan penetapan peruntukan lahan akan 
dilakukan secara berkeadilan dan memberikan nilai manfaat pada kesejahteraan rakyat. 
Pasal tersebut, harusnya dapat menjadi ruang untuk mempertimbangkan konflik dan 
pemulihan lingkungan diharapkan dapat mendorong pencabutan izin perusahaan yang 
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berkonflik dengan masyarakat dan menciutkan perizinan untuk kemudian dialokasikan 
kepada masyarakat. Sehingga, kehadiran Satgas harusnya dapat digunakan untuk 
penyelesaian konflik dan penguatan akses rakyat atas wilayah kelolanya.   Oleh karena itu, 
penyelesaian konflik dan pemulihan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 
peruntukan lahan yang memberikan nilai tambah pada kesejahteraan rakyat.  

b. Nir Keberpihakan 

Pada prinsipnya, kebijakan ini tidak memiliki keberpihakan yang jelas. Pasalnya, mandat 
kebijakan ini tidak menaruh prioritas pada peruntukan lahan paska pencabutan izin. Ada 
dua (2) opsi yang dibuka melalui kebijakan ini. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan 
perbedaan antara Pasal 3 huruf e dan f. 

Pasal 3 huruf f memandatkan kehadiran satgas untuk penataan penggunaan lahan dan 
penataan investasi, masih memberikan peluang kepada pelaku usaha baru untuk 
memanfaatkan lahan untuk kepentingan investasi. Sedang ini terlihat akan bertentangan 
terhadap Pasal 3 huruf d dan e, jika tidak diikuti dengan mandate prioritas. Seharusnya 
prinsip keadilan distributif  menjadi dasar untuk mandate prioritas distribusi lahan kepada 
rakyat maupun usaha kecil menengah atau koperasi. Jika prinsip ini dijadikan dasar, maka 
kemungkinan-kemungkinan untuk menyerahkan kembali seluruh wilayah yang izinnya 
telah dicabut kepada korporasi lainnya dapat ditekan, untuk menekan konflik, dan krisis 
sosial serta ekogolis. 

c. Tidak Adanya Jaminan Partisipasi Publik 

Kritik lainnya, bahwa ruang-ruang partisipatif dan keterlibatan rakyat tidak mendapatkan 
kepastian di dalam Keppres tersebut. Ini terlihat dari unsur satuan tugas yang tidak 
terdapat dari masyarakat sipil, maupun pasal mengenai partisipasi publik. Hal ini 
berpotensi menutup ruang bagi masyarakat sipil untuk dapat memberikan laporan, 
masukan maupun usulan kepada Satgas mengenai proses, parameter, skema kerja 
Satgas hingga perusahaan yang tidak boleh mendapatkan peruntukkan lahan kembali 
dikarenakan kejahatan lingkungan maupun pelanggaran-pelanggaran hukum lingkungan 
yang dilakukan perusahaan. 

Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama konflik dan kerusakan lingkungan yang 
terjadi di masyarakat harusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan 
rekomendasi kepada Satgas mengenai izin-izin perusahaan yang perlu dicabut. 
Sementara, masyarakat juga tidak mendapatkan informasi mengenai perkembangan 
Satgas dalam menjalankan tugasnya, termasuk bagaimana proses penataan lahan yang 
dilakukan. Minimnya atau  bahkan hampir tidak adanya transparansi informasi kepada 
publik mengenai proses ini tentu akan menghambat rakyat untuk dapat memberikan 
masukan kepada Satgas mengenai perusahaan-perusahaan yang penting dicabut 
perizinannya.  
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d. Pengawasan dan Penegakan Hukum pasca Pencabutan Izin. 

Kehadiran Satgas semestinya dapat dilihat strategis dalam menyelesaikan persoalan 
konflik ketimpangan lahan di masyarakat, khususnya mereka yang selama ini 
terpinggirkan dan termarjinalkan oleh proses ketidakadilan akses terhadap sumber daya 
alam dan sumber-sumber kehidupan. Sayangnya, kebijakan setengah hati ini masih 
memiliki masalah dalam pelaksanaannya. Dimana politik kebijakan ini tidak terlihat 
memperhatikan bagaimana pengawasan dan penegakan hukum setelah dicabutnya izin. 
Sehingga, di lapangan masih ditemukan beberapa perusahaan yang tetap operasional 
meski perizinannya sudah dicabut.  
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V. Catatan Kritis: Proses Setengah Hati 
Tindakan Korektif Untuk Pemulihan Hak 
dan Lingkungan 

B eberapa hal yang menjadi catatan kritis dari WALHI dan koalisi terhadap inisiatif 
tindakan korektif yang dilakukan Negara ini setidaknya terangkum dengan beberapa 
poin berikut ini: 

1) Terhadap SK Menteri LHK 01/2022 

a. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Objek Evaluasi  

Dalam lampiran SK Menlhk 01/2022, terdapat perusahaan-perusahaan yang memiliki 
tanggung jawab hukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.  
Merbau Pelalawan Lestari, salah satu perusahaan yang izinnya dicabut secara konstitutif 
per April 2022 diputus melakukan perbuatan melawan hukum karena penebangan hutan 
di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan 
melakukan penebangan hutan di dalam lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan. PT Merbau Pelalawan Lestari dihukum untuk membayar ganti rugi kerugian 
lingkungan hidup yang terdiri atas kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di dalam 
areal IUPHHK-HT seluas ± 5.590 ha sejumlah Rp 12.167.725.050.000,- dan kerugian 
akibat perusakan lingkungan hidup di luar areal IUPHHK-HT seluas ± 1.873 ha sejumlah 
Rp 4.076.849.755.000,-. Pemerintah perlu memastikan bahwa konsesi perusahaan-
perusahaan yang sedang dalam proses eksekusi seperti Merbau Pelalawan Lestari tidak 
kemudian dialihkan ke pihak lain dan proses eksekusi ganti rugi dilaksanakan sampai pada 
tahap pemulihan. 

2) Terhadap Keppres 1/2022 

a. Keterbukaan Informasi 

Hingga laporan ini dibuat, informasi lain mengenai inisiatif ini hanya didapatkan dari 
konferensi pers yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM yang diselenggarakan 
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pada 25 April 2022  dan 12 Agustus 2022.  Meski setidaknya WALHI telah berupaya 4 5

berkirim surat permohonan informasi kepada Satgas sebanyak tiga (3) kali sepanjang 
periode bulan Januari hingga Maret 2023. 

Informasi melalui keterangan pers tertanggal 25 April 2022 disebutkan bahwa terdapat 
192 rekomendasi izin penggunaan kawasan hutan  yang akan dicabut dari KLHK serta 15 
izin yang telah dicabut (3 Pelepasan Kawasan Hutan dan 12 Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan). Adapun 15 perusahaan yang dicabut per 24 April 2022 adalah 
sebagai berikut:  6

Surat Keputusan Nama Perusahaan Luas Area (HA) Provinsi Jenis Izin 

SK.103/Menhut-II/06 KSU Mayang Putri 
Prima

12110.00 Kalimantan 
Timur

Persetujuan 
Berusaha 
Pemanfaatan 
Hutan 

859/Kpts-VI/99 PT Aceh Inti Timber 80804.00 Aceh Persetujuan 
Berusaha 
Pemanfaatan 
Hutan 

SK.639/Menhut-II/
2009 

PT Bangkanesia 51205.00 Bangka 
Belitung 

Persetujuan 
Berusaha 
Pemanfaatan 
Hutan 

17/Menhut-II/06 PT Elbana Abadi 
Jaya

15480.00 Kalimantan 
Selatan 

Persetujuan 
Berusaha 
Pemanfaatan 
Hutan

SK.428/Menhut-II/
2009 

PT Koin Nesia 41960.00 Nusa 
Tenggara 
Barat

Persetujuan 
Berusaha 
Pemanfaatan 
Hutan

  
SK.420/Menhut-II/
2014

PT Lantabura 
Mentari Sejahtera 

16120.00 Riau Persetujuan 
Berusaha 
Pemanfaatan 
Hutan

SK.105/Menhut-II/05 PT Melapi Timber 78300.00 Kalimantan 
Timur 

Persetujuan 
Pelepasan 
Kawasan Hutan 

  
16/1/PKH/PMDN/
2017

PT Menara Wasior 28838.82 Papua Barat Persetujuan 
Pelepasan 
Kawasan Hutan 

 Kementerian Investasi/BKPM “Keterangan Pers Menteri Investasi: Perkembangan Proses Pencabutan IUP, IPPKH, 4

HGU, dan HGB” pada 25 April 2022 https://www.youtube.com/watch?v=_4t0GuzJ6Rw 
 Kementerian Investasi/BKPM “Keterangan Pers Menteri Investasi: Perkembangan Pencabutan Izin Usaha 5

Pertambangan (IUP)” pada 12 Agustus 2022  https://www.youtube.com/watch?v=_4t0GuzJ6Rw 
 Betahita “Baru 1118 IUP dan 15 Izin Kehutanan yang Berhasil Dicabut” https://betahita.id/news/detail/7443/baru-1-118-6

iup-dan-15-izin-kehutanan-yang-berhasil-dicabut.html?v=1651031886 diakses pada 11 Maret 2023
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b. Ruang Partisipasi Publik 

Hingga laporan ini dipublikasikan, masyarakat masih kesulitan untuk mengakses 
bagaimana tindak lanjut dari inisiatif kebijakan korektif ini. Ketiadaan informasi mengenai 
perkembangan pencabutan izin menyulitkan masyarakat dalam berpartisipasi untuk 
mengawal inisiatif ini. Padahal, hasil pantauan masyarakat mengenai temuan pelanggaran, 
riwayat konflik, dan data lapangan lainnya sudah mulai dipublikasikan.   

Lebih lanjut, ruang untuk masyarakat menjadi penting terutama untuk mengidentifikasi 
keberadaan konflik dengan masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Keppres 01/2022, 
salah satu mandat dari Satgas sendiri adalah melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan 
peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi 
kesejahteraan rakyat.  Membuka ruang untuk mempertimbangkan konflik diharapkan 7

dapat mendorong pencabutan izin perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat dan 
meciutkan perizinan untuk kemudian dialokasikan kepada masyarakat. Sehingga, inisiaitf 
ini dapat digunakan untuk penyelesaian konflik dan penguatan akses kelola.   

69/Menhut-II/2007 PT Merbau 
Pelalawan Lestari 

12660.00 Riau Persetujuan 
Berusaha 
Pemanfaatan 
Hutan

SK.680/MENHUT-II/
2014

PT Permata Nusa 
Mandiri 

16182.48 Papua Persetujuan 
Pelepasan 
Kawasan Hutan

273/Kpts-II/1998 PT Rimba Equator 
Permai 

17068.00 Kalimantan 
Barat 

Persetujuan 
Berusaha 
Pemanfaatan 
Hutan 

SK 195/Kpts-II/1997 PT Rimba 
Penyangga Utama

6150.00 Aceh Persetujuan 
Berusaha 
Pemanfaatan 
Hutan 

556/Menhut-II/2006 PT Sumber Mitra 
Jaya

52160.00 Papua Persetujuan 
Berusaha 
Pemanfaatan 
Hutan 

SK.833/MENHUT-II/
2014

PT Tunas Agung 
Sejahtera

39500.42 Papua Persetujuan 
Pelepasan 
Kawasan Hutan 

740/Menhut-II/2014 PT Wono Indo 
Niaga

12660.00 Nusa 
Tenggara 
Timur

Persetujuan 
Berusaha 
Pemanfaatan 
Hutan 

 Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, 7

Ps. 3.
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Dalam kasus PT Nusa Pala Nirwana misalnya, diketahui bahwa perusahan telah lama 
berkonflik dengan masyarakat dan tetap melaksanakan penebangan walaupun telah 
terdapat dalam lampiran II. Apabila infromasi mengenai status pencabutan izin dibuat 
transparan, seharusnya terhadap PT Nusa Pala Nirwana dapat didorong penegakan 
hukum pidana dan penyelesaian upaya penguatan akses kelola masyarakat dapat 
dilaksanakan. Temuan lain  

seperti tumpang tindih wilayah masyarakat adat dan diwarnai dengan konflik 
berkepangjangan dengan PT Teluk Mekaki Indah  seharusnya dapat direspon oleh Satgas 
dengan segera memberikan akses kelola kepada masyarakat adat. Terlebih, dalam kasus 
ini, PT Teluk Mekaki hanya mendapatkan IUPSWA dimana status kawasan masih 
merupakan kawasan hutan sehingga pemberian legalitas atas hutan adat seharusnya 
dapat dilakukan lebih mudah. 

c. Parameter Pencabutan 

Sejauh informasi yang didapatkan oleh koalisi,  parameter pencabutan izin hanya berkaitan 
dengan efektivitas izin dan produktivitas. Adapun berdasarkan penelusuran WLAHI dan 
koalisi, beberapa parameter pencabutan yang disampaikan dalam inisiatif ini adalah 
sebagai berikut: 

Walhi dan Koalisi menilai bahwa narasi mengenai produktivitas dalam inisiatif ini yang 
terlampau dominan sangat disayangkan.  Memastikan parameter kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan turut diperhatikan akan membuat inisiatif ini dapat 
mendorong  kepatuhan pelaku usaha  dan pembenahan perizinan secara luas.  Sebagai 
gambaran, berikut adalah bentuk parameter pencabutan perizinan di bidang kehutanan 
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan seharusnya masuk ke dalam 
parameter satgas:  

Sumber Parameter

Siaran Pers Sekretariat 

Kabinet

1. Izin tidak dijalankan  

2. Izin dialihkan ke pihak lain  

3. Izin tidak produktif  

4. Izin tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan

Siaran Pers 

Kementerian 

Investasi/BKPM 

1. Perusahaan dinyatakan pailit  

2. Masa berlaku izin sudah habis 

3. Sudah ada IPPKH namun tidak mengajukan RKAB  

4. Izin sudah lengkap namun tidak berkegiatan di lapangan/tidak 

direalisasikan  

5. Pemilik tidak jelas (beneficiary ownership)  

6. Izin hanya digunakan sebagai jaminan di bank dan tidak 

direalisasikan 

(Kriteria Pencabutan IUP Mineral dan Batubara tidak berkegiatan)
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Selain memastikan bahwa indikator pelanggaran yang berasal dari peraturan perundang-
undangan diperhatikan oleh Satgas, Walhi dan Koalisi melihat penting untuk 
menambahkan indikator konflik dengan masyarakat.  Usulan ini berangkat dari salah satu 
dasar dibentuknya Satgas salah satu mandat dari Satgas  untuk klasifikasi lahan dan 
menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat 
bagi kesejahteraan rakyat  sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya.  8

d. Rencana Penataan Penggunaan Lahan Kembali (redistribusi) 

Berdasarkan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan tindak lanjut 
dari inisiatif ini Satgas mengacu pada ketentuan yang ada dalam Keppres 1/2022. Bahwa 
sebagaimana tujuan Satgas adalah untuk melakukan penataan penggunaan lahan secara 
berkeadilan. Untuk mencapai itu maka Satgas diberi tugas dan kewenangan salah satunya 
adalah untuk dapat menetapkan kebijakan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya 
sudah dicabut sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 huruf c Keppres 1/2022. 

Sumber Parameter

PP Nomor 23 Tahun 

2021 tentang 

Penyelenggaraan 

Kehutanan 

1. Tidak mengajukan permohonan perpanjangan (paling lambat dua 

tahun sebelum berakhirnya perizinan)  

2. Memindahtangankan kawasan hutan yang dilakukan pelepasan  

3. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan permohonan  

4. Tidak melaksanakan perintah sanksi administratif pembekuan perizinan 

5. Melakukan penambangan di kawasan hutan lindung secara close pit 

dan tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya 

fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan/atau rusaknya 

akuifer air tanah  

6. Tidak dilaksanakannya kewajiban pemegang persetujuan penggunaan 

kawasan hutan  

7. Tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan maksimal satu tahun 

setelah perizinan berusaha diterbitkan  

8. Tidak membayar PNBP baik hutan lindung atau hutan produksi  

9. Meninggalkan areal kerja baik pada hutan lindung maupun hutan 

produksi  

10. Dinyatakan pailit oleh PN  

11. Dikenakan sanksi pidana dengan BHT 

 Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, 8

Ps. 3.
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Namun hingga hari ini masyarakat tidak mengetahui apakah telah ada kebijakan yang 
dibuat oleh Satgas. Kalaupun sudah ada apakah sudah menetapkan parameter sebagai 
acuan redistribusi atau pemanfaatan atas lahan yang perizinannya sudah dicabut. Oleh 
sebab persoalan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya sudah dicabut adalah salah 
satu hal krusial yang menjadi indikator bermanfaat atau tidak nya inisiatif ini bagi 
masyarakat.  

e. Minimnya Aspek lingkungan sebagai mandat Satgas  

Berdasarkan temuan dari TUK Indonesia atas SK Menteri LHK 01/2022,  72% dari konsesi 
yang dicabut merupakan areal dengan fungsi hutan lindung dan fungsi hutan produksi 
terbatas (HPT) yang tidak bisa dikelola secara intensif untuk hutan tanaman, hutan alam, 
dan perkebunan sawit.  Selain itu, indikasi kerentanan bencana ekologis dominan apabila 9

memperhatikan faktor kelas tanah, baik dari sisi kepekaan maupun kelerengan.   10

Selanjutnya,  perlu dilihat bahwa inisiatif ini didasarkan pada tidak produktifnya suatu izin 
sehingga besar kemungkinkan konsesi tersebut masih memiliki tutupan hutan, terlepas 
dari status kawasannya. Oleh karena itu, WALHI dan Koalisi melihat seharusnya aspek 
lingkungan menjadi pertimbangan tidak hanya dalam pencabutan, namun juga dalam 
melakukan redistribusi lahan.  

 Tuk Indonesia, “Analisa Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan Pada Aspek Lingkungan”, 5 Desember 2023, hlm. 219

 Ibid.10
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VI. Catatan Rekomendasi Penguatan 

1. Kepada Menteri LHK 
a. Menambahkan parameter penting dan genting pencabutan izin, diantaranya: 

• Konflik dengan masyarakat. 
• Kondisi lingkungan (kerusakan dan/atau pencemaran). 

b. Memastikan tanggung jawab perusahaan objek evaluasi yang telah diputus 
pengadilan. 

c. Mempercepat pengukuhan kawasan hutan untuk konsesi yang telah dicabut izinnya 
namun  memiliki tutupan hutan. 

2. Kepada Menteri ATR/BPN 
a. Melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan pemegang HGU yang izin 

pelepasan kawasan hutannya dicabut dan dievaluasi oleh KLHK berdasarkan SK 
Menteri LHK No. 01 Tahun 2022. 

b. Melakukan redistribusi lahan (eks izin) yang telah dicabut berdasarkan SK Menteri 
LHK No. 01 Tahun 2022  kepada masyarakat.   

3. Kepada Satgas 
a. Menjamin keterbukaan informasi. 
b. Membuka ruang partisipasi publik. 
c. Menambahkan parameter penting dan genting pencabutan izin diantaranya: 

• Konflik dengan masyarakat. 
• Kondisi Lingkungan. 
• Pelanggaran HAM. 
• Korupsi. 

d. Integrasi mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan 
perusahaan tidak lagi operasional setelah izinnya dicabut. 

e. Pelibatan kelembagaan lain seperti Ombudsman, Komnas HAM dan Komnas 
Perempuan. 

f. Menetapkan kebijakan sebagai parameter pemanfaatan atas lahan kembali, yang 
setidaknya memuat: 

• Apabila kawasan hutan, perlu menimbang tutupan hutan dan melakukan 
tindakan pengukuhan kawasan hutan kembali. 

• Menggunakan pendekatan resolusi konflik, artinya konflik menjadi indikator  
untuk realokasi pemanfaatan lahan kembali tidak menjadi konflik baru. 

g. Pemulihan lingkungan, mengembalikan fungsi ekologis. 
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P] S}»�}�Ï} )�»�}»} °ß }
Ú�Ï§»�§²}Ó§ º�´}²ß²}» Ì�»}»}º}»
Ó}ê§Ú �§ ´}¥}»  }º�ßÚ ��» }»
²��}´}º}» ċĈĈŧčĈĈ �º Ó�´ß}Ó
ƄČŗĎċċŒĉ ¥�²Ú}ÏŒ Ó�ÏÚ} Ó�´ß}Ó
ƄĉŗďĎċŒđ ¥�²Ú}Ï ��Ï}�} �§ ´}¥}»
 }º�ßÚ ²��}´}º}» ´��§¥ �}Ï§ ċ
º�Ú�Ïŗ W�´}§» §ÚßŒ ²Á»Ó�Ó§ º§´§² P]
S}»�}¥�Ï} §»§ °ß } ��Ï}�} �§ }Ú}Ó
ê§´}ð}¥ /�´Á´} Ï}²ð}Úŗ

P}�} ĊĈĉđ ´}´ßŒ ´}¥}» º§´§² P]
S}»�}¥�Ï} °ß } Ú�Ï�}²}Ï Ó�´ß}Ó
čĐĈ ¥�²Ú}Ïŗ

P�ÏßÓ}¥}}» º}Ó§¥ ��Ï}²Ú§é§Ú}Óŗ a�Ï�}Ó}Ï²}» P�Ú} P�´�Ì}Ó}» /}ê}Ó}» )ßÚ}»Œ P]ŗ
S}»�}¥�Ï} )�»�}»} º�ºÌ�ÏÁ´�¥ Ċ }Ï�}´
P�´�Ì}Ó}» /}ê}Ó}» )ßÚ}» �}Ï§ 6�»Ú�Ï§ /�¥ßÚ}»}»
ð}§Úß W/ »ÁºÁÏ ĐĈĎŝ/P]Wŧffŝĉđđċ Ó�´ß}Ó ĉĊŗČĎĊ
ð}»  �§Ú�Ï�§Ú²}» Ì}�} ċĈ 5Áé�º��Ï ĉđđċ �}» W/
»ÁºÁÏ ĐĈĎŝ/P]Wŧffŝĉđđč Ú}»  }´ ċĈ 5Áé�º��Ï
ĉđđčŗ W/ »ÁºÁÏ ĐĈĎŝ/P]Wŧffŝĉđđċ Ú�Ï�}Ì}Ú
�Á²ßº�» Ó}´§»}» Ì�Ú} }Ï�}´Œ Ó�º�»Ú}Ï} W/ »ÁºÁÏ
ĐĈĎŝ/P]Wŧffŝĉđđč �Á²ßº�» Ó}´§»}» Ì�Ú} }Ï�}´ Ú§�}²
Ú�ÏÓ��§}ŗ

a�Ï�}Ó}Ï²}» �}Ú} ºÁ»§ÚÁÏ§»  Ì�»�Ï§º} fõ§» bÓ}¥}
P�Ï²��ß»}»Œ P]ŗ S}»�}¥�Ï} )�»�}»} º�ºÌ�ÏÁ´�¥
ċ §õ§» ´Á²}Ó§ ð}§Úß Ì}�} }Ï�}´ Ó�´ß}Ó ďŗĉĎĈ )} ð}» 
�§Ú�Ï�§Ú²}» Á´�¥ /�Ì}´} /}»ÚÁÏ a}�}» P�ÏÚ}»}¥}»
/}�ßÌ}Ú�» /}ºÌ}Ï Ì}�} ĉĎ MÌÏ§´ ĉđđČ ��» }»
»ÁºÁÏ W/ /ÌÚÓŗĈČŝ/PŝflŝĉđđČŒ Á´�¥ /�Ì}´} /}»ÚÁÏ
a}�}» P�ÏÚ}»}¥}» /}�ßÌ}Ú�» f»�Ï} §Ï§ )ß´ß Ó�´ß}Ó
ĎŗčĈĈ )} Ì}�} č 6�§ ĉđđČ ��» }» W/ 5Áŗ Ĉċ
Ú}¥ß» ĉđđČ �}» W² 5Áŗ ĊďČĉŝ²ê´ŧĎŝđč �}Ï§ IfW)b]
S§}ßŗ W/ /ÌÚÓŗĈČŝ/PŝflŝĉđđČ �}» W/ 5Áŗ Ĉċ Ú}¥ß»
ĉđđČ �Á²ßº�» Ó}´§»}» Ì�Ú} }Ï�}´ Ú�ÏÓ��§}
Ó��}» ²}» W² 5Áŗ ĊďČĉŝ²ê´ŧĎŝđč Ú§�}² Ú�ÏÓ��§}
§»�ÁÏº}Ó§ ´ß}Ó}» Ó�ÏÚ} �Á²ßº�» Ó}´§»}» Ì�Ú} }Ï�}´
Ú§�}² Ú�ÏÓ��§}ŗ
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ċĊ

a�Ï�}Ó}Ï²}» �}Ú} ºÁ»§ÚÁÏ§»  Ì�»�Ï§º} fõ§» bÓ}¥}
P�Ï²��ß»}»Œ P]ŗ S}»�}¥�Ï} )�»�}»} º�ºÌ�ÏÁ´�¥
fbP Ì}�} ĊĐ g��Ïß}Ï§ ĊĈĉČ 5ÁºÁÏ W/ /ÌÚÓŗ
ĉĈŝaPĊ]ŧfSŝffŝĊĈĉČ ��» }» ´ß}Ó }Ï�}´ ĉČŗċĐď )}Œ
§»�ÁÏº}Ó§ §»§ Ú§�}² Ú�ÏÓ��§} �Á²ßº�» Ì�»�ß²ß» 
Ó}´§»}» Ì�Ú} }Ï�}´ŗ

a�Ï�}Ó}Ï²}» �}Ú} ºÁ»§ÚÁÏ§»  Ì�»�Ï§º} fõ§» bÓ}¥}
P�Ï²��ß»}»Œ P]ŗ S}»�}¥�Ï} )�»�}»} º�º§´§²§ Ď
}Ï�}´ )Sb ��» }» ÚÁÚ}´ ´ß}Ó ĉČŗċĐď )}ŗ )Sb 5Áŗ
Ĉĉ Ó�´ß}Ó ĉŗċĎĈ )} ��Ï´Á²}Ó§ �§ I�Ó} /�ÏßºßÚ}»
�}» )Sb 5Áŗ ĈĊ Ó�´ß}Ó ĎŗČċď )} �§ I�Ó} b²ß§ ff
²��ß} )Sb §»§ �§Ú�Ï�§Ú²}» Ì}�} ĉĉ MÌÏ§´ ĉđđčŒ )Sb
5Áŗ ĉČ ]}¥ß»ĉđđĎ Ó�´ß}Ó ĎŗĈĐď )} �§ I�Ó} S��}» 
W�²ÁŒ a}»°}Ï a}´}º �}» W�²Á zß�ß² ]§ ÁŒ )Sb ĉĎ
]}¥ß» ĉđđď Ú}»  }´ Ĉč I�Ó�º��Ï ĉđđď Ó�´ß}Ó ĊĈĈ
)} �§ I�Ó} S��}»  W�²Á �}» a}»°}Ï a}´}ºŒ )Sb
5Áŗ ĉĐ ]}¥ß» ĊĈĈĈ Ú}»  }´ ĊĈ Aß»§ ĊĈĈĈ Ó�´ß}Ó
ĊĈĈ )} �§ I�Ó} a}»°}Ï a}´}º �}» )Sb Ċĉ Ú}¥ß»
ĊĈĈċ Ú}»  }´ ĉĎ Aß»§ ĊĈĈċ Ó�´ß}Ó ĉĈċ )} �§ I�Ó}
a}»°}Ï a}´}ºŗ W��}Ï} ²�Ó�´ßÏß¥}» §»�ÁÏº}Ó§ )Sb
§»§ º�º§´§²§ �}Ú} Ì�»�ß²ß»  ��ÏßÌ} �Á²ßº�»
Ó}´§»}» Ì�Ú} }Ï�}´ )SbŒ »}ºß» Ì}�} �Á²ßº�»
Ó}´§»}» Ì�Ú} }Ï�}´ )Sb 5Áŗ ĉČŒ ĉĎŒ ĉĐ �}» Ċĉ Ú§�}²
Ú�Ï�}»Úßº ´ß}Ó}» }Ï�}´ŗ

a�Ï�}Ó}Ï²}» ¥}Ó§´ Ï�²Á»ÓÚÏß²Ó§ �Á²ßº�» Ì�Ú} }Ï�}´
²�Ï°} P]ŗ S}»�}¥�Ï} )�»�}»} ��» }»
º�»  ß»}²}» W§ÓÚ�º f»�ÁÏº}Ó§ S�Á Ï}�§ÓŒ �}Ì}Ú
�§²�Ú}¥ß§ �}¥ê} P]ŗ S}»�}¥�Ï} )�»�}»}
º�» �´Á´} Ì�Ï²��ß»}» ²�´}Ì} Ó}ê§Ú Ó�´ß}Ó
ƄĉĉŗċčĐŒĐ ¥�²Ú}Ïŗ
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ċċ

8}ºÌ§Ï}» 4 �}» 44
P�ÏßÓ}¥}}» ð}»  ]�´}¥ u§�}�ßÚ 4õ§»»ð}

?Á ?}º} P�ÏßÓ}¥}}» 8�»§Ó 4õ§» 8}ºÌŗ W6 6Á»�§Ó§ W���´ßº 4õ§» u§�}�ßÚ 6Á»�§Ó§ W�Óß�}¥ 4õ§» u§�}�ßÚ 4»�ÁÏº}Ó§ 8}§»»ð}

ĉŗ P]ŗ 5ßÓ} P}´}
5§Ïê}»}

fbP))/ŧ
)M

44 W�Ú§�}²»ð} Ó�°}² ĊĈĉĎ Ì�ÏßÓ}¥}}»
º}Óß² ¥§»  } ĊĈĊĊ º}Óð}Ï}²}Ú
Ú�ÏßÓ º�´}²ß²}» ÌÏÁÚ�Ó }Ú}Ó
²�¥}�§Ï}» Ì�ÏßÓ}¥}}»Œ »}ºß»
Ú§�}² Ó��§²§ÚÌß» Ì�º�Ï§»Ú}¥
º�Ï�ÓÌÁ» ÌÏÁÚ�Ó Ú�ÏÓ��ßÚŗ

W�Ú§�}²»ð} ¥§»  } W�ÌÚ�º��Ï ĊĈĊĊ
P] 5P5 ð}»  Ú�´}¥ �§�}�ßÚ §õ§»»ð}
§»§ º}Ó§¥ ��ÏÁÌ�Ï}Ó§Œ �§Ú}»�}§
��» }» �ß²Ú§ Ì�º�}ð}Ï}» PWI)
Ì}�} Đ W�ÌÚ�º��Ï ĊĈĊĊŗ M�} �ß}
�ß²Ú§ Ì�º�}ð}Ï}» ��» }» ²}Ú� ÁÏ§
/}ðß aß´}» a�Ó}Ï ţ/aaŤ Ó�°ßº´}¥ SÌ
ĉŒĐĐċŒđČĈ ß»Úß² PWI) �}» ČĐċŗČċ
bWI ß»Úß² I}»} S��Á§Ó}Ó§ŗ
W��}» ²}» ²}Ú� ÁÏ§ /}ðß aß´}Ú
W��}»  ţ/aWŤ Ì�º�}ð}Ï}» PWI)
Ó���Ó}Ï SÌ ĉŒĈċĐŒĈĊĈ �}» ĊČĈŗČĊ
bWI ß»Úß² I}»} S��Á§Ó}Ó§ŗ

P}�} �ß´}» ð}»  Ó}º}Œ Ú�Ì}Ú»ð} ĉĊ
W�ÌÚ�º��Ï ĊĈĊĊŒ P] z}º�Á�°}
W�ÏÚ§�§²}Ó§Œ Ó}Úß z�º�} } Ó�ÏÚ§�§²}Ó§
º�»�Ï�§Ú²}» Ó�ÏÚ§�§²}Ú ´� }´§Ú}Ó ¥}Ó§´
¥ßÚ}» ß»Úß² P] 5ßÓ} P}´} 5§Ïê}»}
��» }» »ÁºÁÏ zMWsSŝWŧ
zsSMzf]MWŝP]ŧ5P5ŝĉĈĐŗ

6�»ßÏßÚ ê}Ï } ��Ó} W}º}ÚŒ
/��}º}Ú}» S}»� a}Ï}Ú bÚ}Ï}Œ
/}�ßÌ}Ú�» )}´º}¥�Ï} W�´}Ú}»Œ Ì§¥}²
ð}»  º�» }²ß P] 5P5 º�º�}ê}
ÓßÏ}Ú ð}»  �§�}´}º»ð} Ú�ÏÚ�Ï} »}º}
Ì�ÏßÓ}¥}}» 5P5ŗ 6�Ï�²}
º�»ß»°ß²²}» ÓßÏ}Ú Ú�ÏÓ��ßÚ Ì��}
ê}Ï } Ó���´ßº º�»  ßÓßÏ ´}¥}»

P�ÏßÓ}¥}}» §»§ Ó���´ßº»ð} º�»�}Ì}Ú §õ§» ²Á»Ó�Ó§
º�´}´ß§ /�ÌßÚßÓ}» a}�}» /ÁÁÏ�§»}Ó§ P�»}»}º}»
6Á�}´ ţa/P6Ť Sf Ó�´ß}Ó ĊĐŗĐđĊ ¥�²Ú}Ï� �§ }Ú}Ó }Ï�}´
²}ê}Ó}» ¥ßÚ}» ÌÏÁ�ß²Ó§ŗ P�ÏßÓ}¥}}» º�» }»ÚÁ» §
Ì�ÏÓ�Úß°ß}» §õ§» ÌÏ§»Ó§Ì ��Ï»ÁºÁÏő ĉČŝĉŝfbP))/ŧ
)MŝP6I5ŝĊĈĉĎ ��» }» �}²ßÌ}» ²Á»Ó�Ó§ §õ§» Ú�Ï�§Ï§
�}Ï§ Ċ }Ï�}´ Ì�º}»�}}Ú}»ŗ MÏ�}´ }Ú}ß �´Á² ĉ Ó�´ß}Ó
ďŗĎĎĊ ¥�²Ú}Ï �}» �´Á² ĊĉŗĊċĈ ¥�²Ú�Ï� �§ /}�ßÌ}Ú�»
)}´º}¥�Ï} W�´}Ú}»ŗ

m§´}ð}¥ Ú��}» }» Ì�ÏßÓ}¥}}» §»§ ��Ï}�} �§ ¥ß´ß �}Ï§
ċ ²��}º}Ú}» �§}»Ú}Ï}»ð} /��}º}Ú}» S}»� a}Ï}ÚŒ
S}»� a}Ï}Ú bÚ}Ï}Œ �}» S}»� ]§ºßÏŗ W�´}§» §ÚßŒ
²Á»Ó�Ó§ P] 5P5 °ß } ��ÏÚßºÌ}»  Ú§»�§¥ ��» }»
m§´}ð}¥ /�´Á´} S}²ð}Ú ţm/SŤŗ
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ċČ

Ì�Ï²��ß»}» ê}Ï }ŗ m}Ï } °ß }
º�» }Ú}²}» }²Ú§é§Ú}Ó ´Á  §»  Ú�ÏßÓ
Ú�Ï°}�§ŗ

Ċŗ P] ]ß»}Ó )ßÚ}»
PÏ}Ú}º}

fbP))/ŧ
)]f

4 6}Óð}Ï}²}Ú Ó�²§Ú}Ï Ú§�}² Ì�Ï»}¥
º�»��» }Ï }�}»ð} Ì�ÏßÓ}¥}}»
²�¥ßÚ}»}» ţ)Mŝ)]fŤ �§Ó�²§Ú}Ï
ê§´}ð}¥ º�Ï�²}ŗ

P}�} ´Á²}Ó§ §»§ Ú§�}² }�} }²Ú§é§Ú}Ó
´}Ì}» }»ŝ²� §}Ú}» P]ŗ ])Pŗ

MÏ�}´ §»§ º}Óß² �}´}º ê§´}ð}¥
}�º§»§ÓÚÏ}Ó§ I�Ó} /�´ß}» Œ /��ŗ
]ß» ²}´ f´§ÏŒ /}�ŗ a}»ðß}Ó§»Œ I�Ó}
/}Ï}»  M ß»  /��ŗ z}´}» /}�ŗ
6ßÓ§ a}»ðß}Ó§»Œ �}» I�Ó} 6ß}Ï}
6�Ï}» Œ /��ŗ a}ðß»  z�»�§ÏŒ /}�ŗ
6ßÓ§ a}»ðß}Ó§» PÏÁéŗ WßºÓ�´ŗ

MÏ�}´ §»§ Ó�´ßÏß¥»ð} �§²ß}Ó}§ Á´�¥
º}Óð}Ï}²}Ú Ó�²§Ú}Ï ţI�Ó} /�´ß}» Œ
I�Ó} /}Ï}»  M ß»  �}» 6ß}Ï}
6�Ï}» Ť �}» �§²�´Á´} º�»°}�§
Ì�Ï²��ß»}» ²}Ï�Ú �}» Ó}ê§Ú Ó�°}²
Ú}¥ß» ĉđđĈŗ

MÓ}´ �}�Ï}¥ º}Óð}Ï}²}Ú ð}» 
��Ïºß²§º �§ �}�Ï}¥ §»§ }�}´}¥ő
P}» ²}´}» a}´}§Œ /}�ŗ
a}»ðß}Ó§»ŒWßÌ}ÚŒ sÌ§´Œ /}�ŗ 6ßÓ§
a}»ðß}Ó§»Œ A}ê} ]�» }¥ �}» A}ê}
a}Ï}Úŗ

]§�}² Ì�Ï»}¥ }�} }²Ú§é§Ú}Óŝ²� §}Ú}»
P] ])P Ó�°}² §õ§» �§��Ï§²}» �}»
Ó�´ßÏß¥ ²Á»Ó�Ó§ §õ§»»ð} º�ÏßÌ}²}»
m§´}ð}¥ /�´Á´} S}²ð}ÚŒ Ì�ºß²§º}»
�}» �}Ó§´§Ú}Ó ßºß» �}» �}Ó§´§Ú}Ó ÓÁ�§}´
��Ó}ŗ

P] ])P }�}´}¥ Ì�ÏßÓ}¥}}» Óê}ÓÚ} Ì�º� }»  §õ§»
fbP))/ŧ)]f a�Ï�}Ó}Ï²}» W/ŗĎďċŝ6�»¥ßÚŧffŝĊĈĈđ
Ú}»  }´ ĉč +²ÚÁ��Ï ĊĈĈđ ��» }» ´ß}Ó }Ï�}´ ź ĉĈŗĉċĈ
)}ŗ zÁ²}Ó§ §õ§» Ú�Ï´�Ú}² �§ }Ï�}´ ²�Ï°} /�Ó}Úß}»
P�» �´Á´}}» )ßÚ}» PÏÁ�ß²Ó§ ţ/P)PŤ z}´}» 6}» Ó}» 
6�»�§Ó Ó��}Ï} }�º§»§ÓÚÏ}Ó§ ��Ï}�} �}´}º ê§´}ð}¥
/��}º}Ú}» z}´}» �}» /��}º}Ú}» a}ðß»  z�»�§Ï
/}�ßÌ}Ú�»6ßÓ§ a}»ðß}Ó§» PÏÁé§»Ó§ Wßº}Ú�Ï}
W�´}Ú}»ŗ I�Ú}§´»ð} ��Ï}�} �§ Ú§Ú§² ĈĊ�ĉĐŰČĐŮ ŧ ĈĊ�
ĊČŰČđŮ zWŗ ĉĈČ� ĈđŰČđŮ ŧ ĉĈČ� ĉďŰČĊŮ a]ŗ

MÏ�}´ §»§ º}Óß² �}´}º ê§´}ð}¥ }�º§»§ÓÚÏ}Ó§ I�Ó}
/�´ß}»  /��ŗ ]ß» ²}´ f´§ÏŒ /}�ŗ 6ßÓ§ a}»ðß}Ó§» �}»
I�Ó} 6ß}Ï} 6�Ï}» Œ /��ŗa}ðß»  z�»�§Ï /}�ŗ 6ßÓ§
a}»ðß}Ó§»ŗ

zÁ²}Ó§ Ì�Ï²��ß»}» º}Óð}Ï}²}Ú ��ÏßÌ} ²}Ï�Ú �}»
Ó}ê§Ú Ó�°}² Ú}¥ß» ĉđđĈ ²Á»�§Ó§ Óß�}¥ Ì}»�»ŗ

MÓ}´ º}Óð}Ï}²}Ú ð}»  ��Ïºß²§º �§ �}�Ï}¥ §»§ ð}§Úß ő
P}» ²}´}» a}´}§Œ /}�ŗ a}»ðß}Ó§»Œ �}» WßÌ}ÚŒ sÌ§´Œ
/}�ŗ6ßÓ§ a}»ðß}Ó§»Œ A}ê} ]�» }¥ �}» A}ê} a}Ï}Ú
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ċč

ċ P]ŗ ]�´ß² 6�²}²§
f»�}¥

fbPWmM 44 P�ÏßÓ}¥}}» Ú§�}² Ì�Ï»}¥
��ÏÁÌ�Ï}Ó§ŗ m§´}ð}¥ ð}»  �§°}�§²}»
²Á»Ó�Ó§ P] ]�´ß² 6�²}²§ f»�}¥
º�ÏßÌ}²}» ê§´}ð}¥ º}Óð}Ï}²}Ú
}�}Úŗ

/Á»�´§² �§ Ú�´ß² º�²}²§ Óß�}¥
Ú�Ï°}�§ Ó�°}² Ú}»¥ß» ĉđđĉ �§º}»}
Ó}}Ú §Úß ê}Ï } º�²}²§
�§ÚÏ}»Óº§ Ï}Ó§²}» Á´�¥ P�º�Ï§»Ú}¥
I}�Ï}¥ zÁº�Á² a}Ï}Ú ²�
Wßº�}ê}Œ ��» }» }´}Ó}» �}�Ï}¥
§»§ }²}» �§°}�§²}» �}�Ï}¥ )ßÚ}»
6Á»Ó�Ïé}Ó§ŗ W�²§Ú}Ï ĉČČ ²�Ì}´}
/�´ß}Ï } �§ÚÏ}»Óº§ }Ï}Ó§²}» ²�
Wß´}ê�Ó§ ]�» }¥Œ �§ IÁ»  }´}Œ
Á´�¥ P�º�Ï§»Ú}¥ I}�Ï}¥ 5]aŗ
P}�} Ú}¥ß» ĉđđď º}Óð}Ï}²}Ú ð}» 
�§ÚÏ}»Óº§ Ï}Ó§²}» º�º}¥}º§ ²}´}ß
ê§´}ð}¥ º�Ï�²} ţÚ�´ß² º�²}²§Ť Ú§�}²
�§°}�§²}» ê§´}ð}¥ ²Á»Ó�Ïé}Ó§Œ
º�´}§»²}» �§Ó�Ï}¥²}» ²� Ì}�} P]
]�´ß² 6�²}²§ f»�}¥ ß»Úß²
�§�}» ß» ¥ÁÚ�´Œ º}²} º}Óð}Ï}²}Ú
Ìß´}»  ²� ²}ºÌß»  ¥}´}º}»»ð}
ß»Úß² ²�º�}´§ º�»  }Ï}Ì Ú}»}¥
ð}»  �§Ú§»  }´²}»ŗ 5}ºß»
º}Óð}Ï}²}Ú ²�ºß�§}» �§Úß�ß¥
º�» }º�§´ Ú}»}¥ ð}»  Ú�´}¥
º�»°}�§ ²Á»Ó�Ó§ º§´§² P] ]6fŗ

I}Ï§ ²Á»�´§² Ú}»}¥ }»Ú}Ï}
6}Óð}Ï}²}Ú M�}Ú �}» P] ]6f ð}» 
º�» }²§�}Ú²}» ċ ÁÏ}»  ê}Ï }
6�²}²§ º�»§»  }´ �ß»§}ŗ I}» �}Ï§
Ì§¥}² P] º�´}ÌÁÏ²}» ÚÁ²Á¥ }�}Ú

P�ÏßÓ}¥}}» Ú§�}² ��Ï}²Ú§é§Ú}Ó �}»
ê§´}ð}¥ �§²ß}Ó}§ Á´�¥ º}Óð}Ï}²}Ú
²}Ï�»} ê§´}ð}¥ Ú�ÏÓ��ßÚ º�ÏßÌ}²}»
ê§´}ð}¥ }�}Ú º§´§² º}Óð}Ï}²}Ú }�}Úŗ

P] ]�´ß² 6�²}²§ f»�}¥ º�º� }»  f°§» bÓ}¥}
P�»ð��§}» W}Ï}»} m§Ó}Ú} M´}º ţfbPWmMŤ ��» }» W/
5ÁºÁÏ ĉŝĉŝfbPWmMŧPaŝP6MŝĊĈĉď °Áŗ W/ 6�»Ú�Ï§
/�¥ßÚ}»}» 5Á čČĐŝ/ÌÓŧffŝĉđđĉŗ zÁ²}Ó§ �}Ï§ fbPWmM
ð}»  �§Ì� }»  Á´�¥ P]ŗ ]�´ß² 6�²}²§ f»�}¥ ��Ï}�}
�§ ]�´ß² 6�²}²§Œ zÁº�Á² a}Ï}Úŗ /}ê}Ó}» ]�´ß²
6�²}²§ �§Ï�»�}»}²}» }²}» �§�}» ß» ĉČ ¥ÁÚ�´
�§»Ú}»  �ºÌ}Ú �}» ´§º}Œ ��ÁÚÁßÏ§ÓºŒ ´}Ì}» }»  Á´�Œ
Ó»ÁÏ²�´§» Œ �§é§» Œ �}» °}Ó} ê§Ó}Ú} ´}§»»ð}ŗ

I�» }» ´ß}Ó /}ê}Ó}» Ó�²§Ú}Ï ĊĈĈ )} ��» }»
Ï§»�§}» ĉčĐ )} ß»Úß² �§�}» ß» �}» ċĊ )} }²}»
�§°}�§²}» Ú}º}» ê§Ó}Ú} }´}ºŗ 5}ºß»Œ �}´}º
º�º�}» ß» /}ê}Ó}» ]�´ß² 6�²}²§Œ P]ŗ ]�´ß²
6�²}²§ f»�}¥ ��Ï²Á»�´§² ��» }» º}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú
6�²}²§ŗ
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ċĎ

P}»�ÁÏŒ 6�²}²§ ²� MÌ}Ï}Ú
/�ÌÁ´§}Ó§}»Œ ��» }» �}´§¥ ²}ÓßÓ
P�»§Ìß}» �}» Ì�» ¥}ÓßÚ}» ê}Ï }
ß»Úß² º�´}²ß²}» Ú§»�}² ²�²�Ï}Ó}»
²�Ì}�} Ì�²�Ï°} P] ]6fŗ

P}�} Ú}¥ß» ĊĈĉĊŒ Ì§¥}² P] ´} §ŧ
´} § º�´}²ß²}» ²Ï§º§»}´§Ó}Ó§
²�Ì}�} ²�Úß} º}Óð}Ï}²}Ú M�}Ú
6�²}²§Œ ţa}ÓÏ§Ťŗ I}Ï§ Ì§¥}² P]
º�´}ÌÁÏ²}» a}ÓÏ§ º�´}²ß²}»
Ú§»�}² Ì§�}»} Ì�»§Ìß}»
ţ§»�ÁÏº}Ó§»ð} Ú§�}² °�´}ÓŤŗ
6}Óð}Ï}²}Ú M�}Ú 6�²}²§ º�»�ß }
²Ï§º§»}´§Ó}Ó§ ð}»  �§´}²ß²}» Á´�¥
P]ŗ ]�´ß² 6�²}²§ f»�}¥ ²�Ì}�}
a}ÓÏ§ } }Ï º}Óð}Ï}²}Ú M�}Ú 6�²}²§
º�´�Ì}Ó Ú}»}¥ Ó�´ß}Ó čĈĈ )}
ð}»}  º}Ó§¥ ��ÏÓ�» ²�Ú} ß»Úß²
�§�}» ß» Ì�» §»}Ì}»ŗ

P}�} ²}ÓßÓ a}ÓÏ§ §»§Œ /Áº»}Ó )M6
Ú�´}¥ º�º��Ï§²}» Ì�Ï´§»�ß» }»
��» }» º�» �´ßÏ}²}» ÓßÏ}Ú
��Ï»ÁºÁÏ ĉĊĉŝ/ŝP5]ŝfŝĊĈĉĊ ð}» 
�§Ú}»�}Ú}» }»§ Á´�¥ m}²§´ /�Úß}
/Áº»}Ó )M6Œ 5ßÏ�Á´§Óŗ WßÏ}Ú ð}» 
�§²�´ß}Ï²}» Á´�¥ /Áº»}Ó )M6 §»§
��ÏÚß°ß}» ß»Úß² º�´§»�ß» }» a}ÓÏ§
�}Ï§ Ó� }´} ��»Úß² §»Ú§º§�}Ó§ �}»
²Ï§º§»}´§Ó}Ó§ŗ W�´}§}» §ÚßŒ ÓßÏ}Ú
Ú�ÏÓ��ßÚ °ß } º�º��Ï§²}»
Ì�Ï´§»�ß» }» ²�Ì}�} 6}Óð}Ï}²}Ú
M�}Ú 6�²}²§ ß»Úß² ��Ï�Á�Á²
Ú}»}º �§ ´}¥}» ð}»  º�»°}�§
Ó�» ²�Ú}ŗ WßÏ}Ú �}Ï§ /Áº»}Ó )M6
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ċď

Ú§�}² �§ §»�}¥²}» Á´�¥ Ì§¥}² P]
ß»Úß² º�» ¥�»Ú§²}»
Ì�º�}» ß»}» �§ m§´}ð}¥ ]�´ß²
6�²}²§ŗ

Čŗ P] P�Ïº}Ú} 5ßÓ}
6}»�§Ï§ ţP] P56Ť

fõ§»
P�´�Ì}Ó}»
/}ê}Ó}»
)ßÚ}»
ß»Úß²
6Á»Á²ß´ÚßÏ
ĉ /�ÏÚ}Ó
/��§°}²}»Ŝ
W�´}º}Ú²}»
z�º�}¥
SÏ§º�
5}ê}Ŝ MÌÏ§´
ĊĈĊĊŜ
S�Ï}²}»
W�´}º}Ú²}»
z�º�}¥
SÏ§º�
5}ê}
W}ê§Úŗ

44 /}ê}Ó}» ¥ßÚ}» »� }Ï} ð}» 
�§´�Ì}Ó²}» Á´�¥ 6�»Ú�Ï§ /�¥ßÚ}»}»
S�Ìß�´§² f»�Á»�Ó§} xß´²§�´§ )}Ó}»
Ì}�} ĉċ M ßÓÚßÓ ĊĈĉČ ��» }»
5ÁºÁÏ 5ÁºÁÏ W/ŗĎĐĈŝ6s5)b]ŧ
ffŝĊĈĉČ ]�»Ú}»  Ì�´�Ì}Ó}»
²}ê}Ó}» ¥ßÚ}» ÌÏÁ�ß²Ó§ ð}» 
�}Ì}Ú �§²Á»é�ÏÓ§ ß»Úß²
Ì�Ï²��ß»}» ²�´}Ì} Ó}ê§Ú }Ú}Ó
»}º} P] P�Ïº}Ú} 5ßÓ} 6}»�§Ï§Œ �§
/}�ßÌ}Ú�» A}ð}ÌßÏ}Œ PÏÁé§»Ó§
P}Ìß} Ó�´ß}Ó ĉĎŗĉĐĊŒČĐ )�²Ú}ÏŒ
º�ÏßÌ}²}» ê§´}ð}¥ }�}Ú º§´§²
º}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú z�º�}¥ SÏ§º�
5}ê}ŗ

W�°}² }ê}´Œ ÌÏÁÓ�Ó Ì�»�Ú}Ì}»
/}ê}Ó}» ¥ßÚ}» »� }Ï} Á´�¥
Ì�º�Ï§»Ú}¥ Ú�´}¥ º�» �²Ó´ßÓ§
º}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú z�º�}¥ SÏ§º�
5}ê} �}Ï§ ê§´}ð}¥ }�}Ú»ð}ŗ
s²Ó²´ßÓ§ ²��ß} ð}»  �§´}²ß²}»
»� }Ï} ²�Ì}�} º}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú
z�º�}¥ SÏ§º� 5}ê} }�}´}¥ ²�Ú§²}
6�»Ú�Ï§ /�¥ßÚ}»}» º�´}²ß²}»
ÌÏÁÓ�Ó Ì�´�Ì}Ó}» /}ê}Ó}» ¥ßÚ}»
�}» ²�ºß�§}» º�»ð�Ï}¥²}»»ð}
Ì}�} P] P56 º�´}´ß§ §õ§» )Sb
ţÓ�°}² ĊĈĉĐŤŗ

Ì�Ï§Á�� ĉ A}»ß}Ï§ ŧ ĉĊ g��Ïß}Ï§ ĊĈĊĊ

P] P56 Ú�Ï§��»Ú§�§²}Ó§ Ì�º�ß²}}»

¥ßÚ}» Ó�´ß}Ó ďĈ ¥�²Ú}Ïŗ )§»  } ²§»§

Ú§�}² Ì�Ï»}¥ �§Ú§»�}² Ó��}Ï} Ú� }Óŗ

W�°}² P�»�Ú}Ì}» ²}ê}Ó}Ó}» ¥ßÚ}»Œ Ì�´�Ì}Ó}»
/}ê}Ó}» ¥ßÚ}» ¥§»  } Ì�º��Ï§}» §õ§» ßÓ}¥}
Ì�Ï²��ß»}» �}» )SbŒ �§´}²ß²}» Ú}»Ì} Ì�ÏÓ�Úß°ß}»
Ì�»ß¥ º}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú z�º�}¥ SÏ§º� 5}ê} Ó�´}²ß
Ì�º� }»  ¥}² ß´}ð}Ú }Ú}Ó ê§´}ð}¥ Ú�ÏÓ��ßÚŗ

6�Ó²§Ìß» P] P�Ïº}Ú} 5ßÓ} 6}»�§Ï§ º�» }»ÚÁ» §
����Ï}Ì} §õ§» Ú�ÏÓ��ßÚŒ »}ºß» Ì�ÏßÓ}¥}}» §»§ °ß }
º�´}²ß²}» Ì�´}»  }Ï}» ¥ß²ßº }Ú}Ó ����Ï}Ì} ¥}´Œ
ð}§Úß őĉ

P�ÏÁ´�¥}» ]}»}¥ 8Á²}Ó§ 4õ§» ]}»Ì} P�ÏÓ�Úß°ß}»
bÚß¥ P�º§´§² 3}² b´}ð}Úŗ

P�ÏÁ´�¥}» §õ§» �§�ß } Ú}»Ì} º�´§�}Ú²}» Ó�´ßÏß¥
Ì�º§´§² ¥}² ß´}ð}Ú �§ê§´}ð}¥ §õ§» ²Á»Ó�»Ó§Œ P] P56
¥}»ð} º�´§�}Ú²}» Ó� �´§»Ú§Ï º}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú Ó��} }§
Ì�º§´§² ¥}² ß´}ð}Ú ß»Úß² º�ºÌ�ÏÁ´�¥ Ì�ÏÓ�Úß°ß}»ŗ
6}Ï } ]��ß}Ï§ º�» }Ú}²}» ÌÏÁÓ�Ó Ì�´�Ì}Ó}» Ú}»}¥
ð}»  º�» }Ú}Ó»}º}²}» º}Ï } ]��ß}Ï§ Ú§�}² º�´}´ß§
ºßÓð}ê}Ï}¥ }�}ÚŜ

WßÏ}Ú Ì�Ï»ð}Ú}}}» Ó§²}Ì ð}»  �§Úß°ß²}» ²�Ì}�}
aßÌ}Ú§ A}ð}ÌßÏ} º�º�ß²Ú§²}» Ì�ÏÁ´�¥}» §õ§» P]
P56 ��Ïº}Ó}´}¥Œ Ú§�}² �§�ß²ß»  Ó�´ßÏß¥ º}Óð}Ï}²}Ú
ð}»  Ú�Ï�}ºÌ}² �}» Ú§�}² �§Úß}» ²}» �}´}º }²Ú}
ÁÚ�»Ú§²Ŝ
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ċĐ

P�»�Ï�§Ú}» )Sb �}» §õ§»
Ì�´�Ì}Ó}» /}ê}Ó}» ¥ßÚ}» Ó}º}
Ó�²}´§ Ú§�}² �§�}Ó}Ï²}» Ì}�}
Ì�ÏÓ�Úß°ß}» ð}»  ßÚß¥ Á´�¥
º}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú z�º�}¥ SÏ§º�
5}ê} Ó��} }§ Ì�º� }»  ¥}²
ß´}ð}Ú }Ú}Ó ê§´}ð}¥ Ú�ÏÓ��ßÚŗ

P�Ï§õ§»}» bÓ}¥} n�ÏÚ�»Ú}» }» u�» }» 6�ÌßÚßÓ}»
P�Ï´§»�ß» }» 3ßÚ}» }�}Úŗ

]}»  }´ĉĊ6}Ï�ÚĊĈĉĐaßÌ}Ú§A}ð}ÌßÏ}º�» �´ß}Ï²}»²�
ÌßÚßÓ}»5ÁºÁÏĉĐĐŗČŝĉčĈ ]}¥ß» ĊĈĉĐ Ú�»Ú}» 
Ì�»�Ú}Ì}» ²}ê}Ó}» �ß²§Ú fÓðÁ Ï¥�Ì}»  ºß}§�
Ó��} }§ ¥ßÚ}» }�}Ú º}Óð}Ï}²}Ú ¥ß²ßº s}ê}�}Úßº
}�}Ú Ú�Ï�§Ï§ 6}Óð}Ï}²}Ú ¥ß²ßº }�}Ú º}Ï } ê}§Ó§ºÁ»
�}» º}Ï } ê}ßê �§ ê§´}ð}¥ SÏ§º� I§ÓÚÏ§²
5§º�Á²Ï}»  /}�ßÌ}Ú�» A}ð}ÌßÏ} Ó�´ß}Ó ĉđŗĈĈĈ
¥�²Ú}Ïŗ I§�}´}º Ì�ÏÚ§º�}» }»Œ ê§´}ð}¥ ¥ßÚ}» }�}Ú
º�ºÌß»ð}§ �ß» Ó§ ÓÚÏ}Ú� §Ó �}´}º Ì�´�ÓÚ}Ï§}»
²�}»�²}Ï} }º}» ¥}ð}Ú§ ß»Úß² º�´§»�ß» § ²�ß»§²}»
�²ÁÓ§ÓÚ�ºŒ º�ÏßÌ}²}» ²}ê}Ó}» Ì�»Ú§»  �ßÏß» 
ð}»  Ì�»Ú§»  �} § Ì�Ï´§�ß» }» °�»§Óŧ°�»§Ó �ßÏß» 
ð}»  Ú�Ï}»�}º �}» �»��º§²ŗ

W�º}» }Ú Ì�Ï´§»�ß» }» )ßÚ}» }�}Ú Ú�Ï}»�}º
��» }» }�}»ð} Ì�Ï§õ§»}» P]P�Ïº}Ú} 5ßÓ} 6}»�§Ï§
ð}»  ��ÏÌÁÚ�»Ó§ º�»  ßÓßÏ ¥ßÚ}» }�}Ú Ó�¥§»  }
²�ÌßÚßÓ}» Ì�»�Ú}Ì}» ¥ßÚ}» }�}Ú Ú§�}² º�º§´§²§
�ß» Ó§Ŝ

8}» ²} m}²Úß 4õ§» 8Á²}Ó§ ]�´}¥ 3}�§Óŗ

P�Ï}ÚßÏ}» 6�»Ú�Ï§ M]Sŝ /�Ì}´} a}�}» P�ÏÚ}»}¥}»
5}Ó§Á»}´ ĉď ]}¥ß» ĊĈĉđ Ú�»Ú}»  fõ§» zÁ²}Ó§Œ
º�º��Ï§²}» °}» ²} ê}²Úß §õ§» ´Á²}Ó§ Ó�´}º} ċ ţÚ§ }Ť
Ú}¥ß»Œ Ì�ÏÁ´�¥}» Ú}»}¥ ¥}ÏßÓ �§Ó�´�Ó}§²}» �}´}º
°}» ²} ê}²Úß Ú�ÏÓ��ßÚŗ fõ§» ´Á²}Ó§ �}Ì}Ú �§Ì�ÏÌ}»°}» 
Ó�´}º} ĉ Ú}¥ß» ��» }» Óð}Ï}Ú ŭ}Ì}�§´} Ú}»}¥ ð}» 
Óß�}¥ �§Ì�ÏÁ´�¥ º�»�}Ì}§ Ó�²ßÏ}» ŧ²ßÏ}» »ð}
čĈƑ �}Ï§ ´ß}Ó Ú}»}¥ §õ§» ´Á²}Ó§Ůŗ P�º� }»  §õ§»
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ċđ

´Á²}Ó§ º�º§´§²§ ²�ê}°§�}» º�»  ß»}²}» �}»
º�º}º�}}Ú²}» Ú}»}¥ Ó�Óß}§ ��» }» Úß°ß}» ßÓ}¥}
�}» ê}°§� º�»�}�Ú}Ï²}» Ú}»}¥ ð}»  �§Ì�ÏÁ´�¥ ²�
²}»ÚÁÏ Ì�ÏÚ}»}¥}» Ó�Ú�ºÌ}Ú Ì}´§»  ´}º�}Ú ĉ Ú}¥ß»
Ó�°}² ��Ï}²¥§Ï»ð} §õ§» ´Á²}Ó§ }Ú}ß Ì�ÏÌ}»°}» }»»ð}Ŝ

§õ§» ´Á²}Ó§ ð}»  �§��Ï§²}» ²�Ì}�} P] P56 Ú�´}¥
º�´�ê}Ú§ °}» ²} ê}²Úß ð}»  �§}ÚßÏ �}´}º P�Ïº�»
}ÚÏŝ²�Ì}´} �}�}» Ì�ÏÚ}»}¥}»ŗ P�º� }»  §õ§» ´Á²}Ó§
°ß } Ú§�}² �}Ì}Ú º�»ð�´�Ó}§²}» ²�ê}°§�}»
º�ºÌ�ÏÁ´�¥ ¥}² }Ú}Ó Ú}»}¥ Ó�²ßÏ}» ŧ²ßÏ}» »ð}
čĈ Ƒ �}Ï§ ´ß}Ó §õ§» ´Á²}Ó§ŗ ]§�}² º�»  ß»}²}» �}»
º�º}º�}}Ú²}» Ú}»}¥ ¥§»  } ĊĈĊĉŜ

P�Ï�ß}Ú}» P�´}»  }Ï}» P�»�´}»Ú}Ï}» ]}»}¥ Á´�¥
6ÁÏÌÁÏ}Ó§ŗ

bb5ÁºÁÏċđ]}¥ß»ĊĈĉČ]�»Ú}» Ì�Ï²��ß»}»Ú�´}¥º�
» }ÚßÏ�}Ú}Óê}²Úß²ÁÏÌÁÏ}Ó§ ß»Úß² º�» ßÓ}¥}²}»
´}¥}» ð}»  Ú�´}¥ º�º§´§²§ ÓÚ}ÚßÓ ¥}² }Ú}Ó Ú}»}¥
Ó}»²Ó§ �§´} Ú§�}² �§ßÓ}¥}²}»ŗ

P] P56 Ú�´}¥ º�ºÌ�ÏÁ´�¥ ����Ï}Ì} Ì�ÏÓ§´ )Sb
�}´}º ��»Úß² Ó�ÏÚ§�§²}Ú Ó�°}² Ú�ÏÚ}»  }´ ĉč 5Áé�º��Ï
ĊĈĉĐ �}» Ĉč I�Ó�º��Ï ĊĈĉĐŒ Ó�°}² Ú}¥ß» ĊĈĉĐ Ŧ
ĊĈĊĉ Ú§�}² º�» ßÓ}¥}²}» )Sb �}´}º °}» ²} ê}²Úß
ð}»  �§}ÚßÏ Ì�Ï}ÚßÏ}»ŗ W�¥§»  } P] P56 º�´}²ß²}»
Ì�»�´}»Ú}Ï}» Ú}»}¥ Ó�Óß}§ ��» }» PP ĊĈ ]}¥ß»
ĊĈĊĉŗ 6}²} /�Ì}´} �}�}» Ì�ÏÚ}»}¥}» 5}Ó§Á»}´
A}ð}ÌßÏ} ê}°§� º�»�Ú}Ì²}» Ó��} }§ Ú}»}¥ Ú�Ï´}»Ú}ÏŒ
º�»�}�ßÚ )Sb P] P56 �}» º�» �º�}´§²}»
²�Ì}�} º}Óð}Ï}²}Ú }�}ÚŜ
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ČĈ

P] P?> Ú§�}² º�´}²ß²}» ²�ê}°§�}» W6 P�´�Ì}Ó}»
6}ê}Ó}» 3ßÚ}»

/ÁÏÌÁÏ}Ó§ Ú§�}² º�´}²ß²}» ��Ï�} }§ ²�ê}°§�}»
�§�}´}º W/ P�´�Ì}Ó}» /}ê}Ó}» ¥ßÚ}»Œ �}´}º ��»Úß²
}ŗ Ì�»ð�´�Ó}§}» )Sb �ŗ º�´}²Ó}»}²}» ²�Ú�»Úß}»
º�» �»}§ Ì�º}»�}}Ú}» ²}ðß �}» ¥}Ó§´ ¥ßÚ}» �ŗ
º�´}²ß²}» Ú}»  ß»  °}ê}� ÓÁÓ§}´ º�º�}» ß»
²��ß» ß»Úß² º}Óð}Ï}²}Ú Ì}´§»  Ó��§²§Ú ĊĈƑ �ŗ
º�»�Ú}Ì²}» )hlgŜ

čŗ P] a§»Úß»§ M ÏÁ PÏ§º}
P�Ï²}Ó} ţP] aWPPŤ

fõ§»
P�´�Ì}Ó}»
/}ê}Ó}»
)ßÚ}»

44 m§´}ð}¥ §»§ º�ÏßÌ}²}» º§´§²
º}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú 6ÌßÏŒ fÏÏ§Ï�Ó �}»
6ð}¥ �}» º}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú
Ú�ÏÓ��ßÚ º�»Á´}² ²���Ï}�}}»
Ì�ÏßÓ}¥}}» Ú�ÏÓ��ßÚ �§ ê§´}ð}¥
}�}Ú º�Ï�²}ŗ

]§�}² a�ÏÁÌ�Ï�}Ó§ /���Ï}�}}» �}» }²Ú§�§Ú}Ó Ì�ÏßÓ}¥}}» P]ŗ aMPP
º�»§º�ß´²}» �}ºÌ}² ÓÁÓ§}´ �ß�}ð}Œ ÓÁÓ§}´ �²Á»Áº§Œ
´§» ²ß» }» �}» ¥ß²ßºŗ 6}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú 6ÌßÏŒ fÏ§Ï�Ó
�}» 6ð}¥Œ º�»ß»ÚßÚ Ì�ÏßÓ}¥}}» }» ²}Ú ²}²§ �}Ï§
Ú}»}¥ }�}Ú º�Ï�²} �}» º�º§»Ú} Ì�º�Ï§»Ú}¥
º�º��Ï§²}» Ó}»²Ó§ Ì�»�}�ßÚ}» §õ§» �}» º�ºß´§¥²}»
´§» ²ß» }» ð}»  ÏßÓ}²ŗ

P�°}�}Ú Ì�º��Ï§ fõ§» zÁ²}Ó§ �}» fõ§» bÓ}¥} aß�§�}ð}
]}»}º}» P}» }» �§�ß } º�´}²ß²}» Ì�´}»  }Ï}»
¥ß²ßº }�º§»§ÓÚÏ}Ó§ Ì�Ï§õ§»}»ŗ

P�°}�}Ú Ì�º��Ï§ §õ§» ßÓ}¥} �}» }Ú}ß ²� §}Ú}» ð}» 
º�»�Ï�§Ú²}» §õ§» ßÓ}¥} �}» }Ú}ß ²� §}Ú}» Ú}»Ì}
�§´�» ²}Ì§ ��» }» §õ§» ´§» ²ß» }» �§�ß } º�´}²ß²}»
Ì�´}»  }Ï}» Ú§»�}² Ì§�}»} ´§» ²ß» }»ŗ

P�ÏßÓ}¥}}» P]ŗ a§»Úß»§ M ÏÁ PÏ§º} P�Ï²}Ó} �§�ß }
º�´}²ß²}» Ú§»�}² Ì§�}»} ´§» ²ß» }» ð}²»§ �}´}º
��ÏÁÌ�Ï}Ó§ Ú§�}² º�º§´§²§ fõ§» z§» ²ß» }»Œ M6IMzŒ
b/zŧ bPzŗ

WßÏ}Ú P�Ï°}»°§}» P�»ð�Ï}¥}» �}» }Ú}ß P�´�Ì}Ó}»
]}»}¥ b´}ð}Úŝ)}² b´}ð}Ú }»Ú}Ï} º}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú
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Čĉ

Ì�º§´§² Ú}»}¥ }�}Ú �}» Ì�ÏßÓ}¥}}» P]ŗ aMPP �§�ß}Ú
�}» �§¥}Ó§´²}» Ú}»Ì} §»�ÁÏº}Ó§ º�º}�}§ �}» Ú�Ï°}�§
Ú§Ìß �}ð} ð}»  º�Ïß §²}» º}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú
Ó�Ú�ºÌ}ÚŒ Ó�ÏÚ} �ß }}» Ú§»�}² Ì§�}»} Ì�º}´Óß}»
Ú}»�} Ú}» }»ŗ /}Ï�»}»ð} Ì�Ï°}»°§}» Ú�ÏÓ��ßÚ ¥}ÏßÓ
�§�}Ú}´²}»ŗ

Ďŗ P] M»ß �Ï} W}²Ú§
f»Ú�Ï»ßÓ} ţP] MWfŤ

fõ§»
P�´�Ì}Ó}»
/}ê}Ó}»
)ßÚ}»

44 W��}Ï} �}²Úß}´ ê§´}ð}¥ §»§
º�ÏßÌ}²}» ê§´}ð}¥ }�}Ú º§´§²
º}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú �§ I§ÓÚÏ§² /Á»�}
�}» ]�º§»}�ß}»ŗ W�°}² }ê}´ §õ§»
�§��Ï§²}»Œ Ì�ÏßÓ}¥}}» §»§ Ú§�}²
}²Ú§�ŗ

]§�}² ��ÏÁÌ�Ï}Ó§ŗ a}Ú}Ó ê}²Úß ��Ï´}²ß»ð} fõ§» zÁ²}Ó§ Óß�}¥ º�´�ê}Ú§
�}Ú}Ó Ó�´}º} ċ ţÚ§ }Ť Ú}¥ß» Ó�°}² Ú}»  }´ �§Ú�Ú}Ì²}»Œ
Ó��} }§º}»} I§²Úßº /s]fSM W/ 5ÁºÁÏ
čĊĊŝĉĐČŝaWWŝrffŝĊĈĉċ Ú�»Ú}»  P�º��Ï§}» fõ§» zÁ²}Ó§
ß»Úß² ²�Ì�Ï´ß}» Ì�º�}» ß»}» Ì�Ï²��ß»}» ²�´}Ì}
Ó}ê§Ú ��» }» ÌÁ´} ²�º§ÚÏ}}» Ó�´ß}Ó ċďŗĈĈĈ ¥�²Ú}Ï
ð}»  Ú�Ï´�Ú}² �§ I§ÓÚÏ§² ]�º§»}�ß}» �}» /Á»�}Œ
/}�ßÌ}Ú�» WÁÏÁ»  W�´}Ú}»Œ }Ú}Ó »}º} P]ŗ M»ß �Ï}¥
W}²Ú§ f»�Á»�Ó§}ŗ ð}²»§ ĉĎ I�Ó�º��Ï ĊĈĉċ ¥§»  } ĉĎ
I�Ó�º��Ï ĊĈĉĎŒ Ú}»Ì} §»�ÁÏº}Ó§ Ì�ÏÌ}»°}» }» fõ§»
zÁ²}Ó§ŗ

a}Ú}Ó ê}²Úß P�ÏÓ�Úß°ß}» PÏ§»Ó§Ì P�´�Ì}Ó}» /}ê}Ó}»
)ßÚ}» PÏÁ�ß²Ó§ ð}»  �}Ì}Ú I§²Á»é�ÏÓ§ ţfP/Ť ß»Úß²
P�º�}» ß»}» P�Ï²��ß»}» /�´}Ì} W}ê§Ú }Ú}Ó »}º}
P]ŗ M»ß �Ï}¥ W}²Ú§ f»Ú�Ï»ßÓ}Œ Óß�}¥ º�´�ê}Ú§ �}Ú}Ó
ê}²ÚßŒ Ó��} }§º}»} WßÏ}Ú /�ÌßÚßÓ}» 5ÁºÁÏő
WŗċĊĐŝ6�»¥ßÚŧffŝĊĈĉČŒ Ú}»  }´ ĉċ M ßÓÚßÓ ĊĈĉČŒ
5ÁºÁÏ čŒ �}¥ê} ŭP�ÏÓ�Úß°ß}» PÏ§»Ó§Ì §»§ �§��Ï§²}»
ß»Úß² °}» ²} ê}²Úß Ì}´§»  ´}º} ĉ ţÓ}ÚßŤ Ú}¥ß» �}»
�}Ì}Ú �§Ì�ÏÌ}»°}»  Ì}´§»  �}»ð}² Ċ ţ�ß}Ť ²}´§
º}Ó§» ŧº}Ó§»  ß»Úß² °}» ²} ê}²Úß Ì}´§»  ´}º} Ď
ţ�»}ºŤ �ß´}» Ó�°}² �§Ú�Ï�§Ú²}»»ð}ŮŒ }ÏÚ§»ð} Ó�´}º}
Ì�Ï§Á�� ê}²Úß ĉċ M ßÓÚßÓ ĊĈĉČ ¥§»  } ĉċ M ßÓÚßÓ
ĊĈĉčŒ Ú§�}² }�} Ì�Ï²�º�}» }» Ì�»ð�´�Ó}§}»
²�º}°ß}» �§Ó§²Ŝ

P�ÏßÓ}¥}}» ��´ßº º�º§´§²§ IÁ²ßº�» z§» ²ß» }»Œ
fõ§» z§» ²ß» }»Œ M6IMzŒ b/zŧbPzŒ Ó��} }§º}»}
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ČĊ

�§}ÚßÏ �}´}º b»�}» ŧb»�}»  5ÁºÁÏ ċĊ ]}¥ß»
ĊĈĈđ Ú�»Ú}»  P�Ï´§»�ß» }» �}» Ì�» �´Á´}}»
z§» ²ß» }» )§�ßÌŜ �}» P�Ï}ÚßÏ}» P�º�Ï§»Ú}¥
5ÁºÁÏ Ċď ]}¥ß» ĊĈĉĊ Ú�»Ú}»  fõ§» z§» ²ß» }»Ŝ

P�ÏßÓ}¥}}» ��´ßº º�º§´§²§ fõ§» bÓ}¥} P�Ï²��ß»}»
Ó��} }§º}»} �§}ÚßÏ �}´}º P�Ï}ÚßÏ}» 6�»Ú�Ï§
P�ÏÚ}»§}» Sf 5ÁºÁÏ đĐŝP�Ïº�»Ú}»ŝ+]ŗĉČĈŝđŝĊĈĉċŒ
Ú�»Ú}»  P��Áº}» P�Ï§õ§»}» bÓ}¥} P�Ï²��ß»}»Œ
º}ßÌß» Ì�Ïß�}¥}»»ð} P�Ïº�»Ú}» 5ÁºÁÏ
ĊđŝP�Ïº}»Ú}»ŝ/aŗČĉĈŝčŝĊĈĉĎŜ

6}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú �§ I§ÓÚÏ§² /Á»�} �}» ]�º§»}�ß}»Œ
º�»Á´}² §õ§» �}» Ï�»�}»} Ì�ÏßÓ}¥}}» P]ŗ M»ß �Ï}¥
W}²Ú§ f»Ú�Ï»ßÓ}Œ ��» }» }´}Ó}» Á�°�² ´Á²}Ó§ �§º}²Óß�
º�ÏßÌ}²}» ţĉŤ Ú�ºÌ}Ú ¥§�ßÌ �}» º}Ú} Ì�»�}¥}Ï§}»
º}Óð}Ï}²}ÚŜ ţĊŤ �}�Ï}¥ º}Óð}Ï}²}Ú Ú§�}² ´ß}ÓŜ ţċŤ
}�}»ð} ¥ßÚ}» ��ÏÓ�°}Ï}¥ �}» ²�Ï}º}Úŗ

ďŗ P]ŗ a}»ð}» ]ßº�ß¥
z�ÓÚ}Ï§ ţPÏÁé§��»Ú
M ÏÁ SÏßÌŤ

fõ§»
P�´�Ì}Ó}»
/}ê}Ó}»
)ßÚ}»

44 a�ÏÁÌ�Ï}Ó§ ��» }» º�» }»ÚÁ» §
§õ§» P�Ï¥ßÚ}»}» WÁÓ§}´ Ó�´ß}Ó
ĉčŗČđċ )} Ì}�} ĊĈĊĈ �§}Ú}Ó
/}ê}Ó}» ð}»  Ú�´}¥ �§´�Ì}Ó²}»
ÓÚ}ÚßÓ /}ê}Ó}» ¥ßÚ}»»ð}ŗ

P�ÏßÓ}¥}}» Ú�´}¥ º�»}»}º§
Ú}»}º}» PÁ¥Á» S}º}´ �}»
/}´§}»�Ï}ŗ

]�´}¥ �§�}» ß» Ì}�Ï§² êÁÁ� Ì�´´�Ú
Ó�ÏÚ} Ú�Ï�}Ì}Ú ´Á²}Ó§ �}´Á»
Ì�´}�ß¥}» º§´§² P]ŗ a}»ð}»
]ßº�ß¥ z�ÓÚ}Ï§ ð}»  �§�ß}Ú
��» }» º�Ï�²´}º}Ó§ ´}¥}»
º}» ÏÁé�ŗ

M²Ú§é§Ú}Ó Ì�ÏßÓ}¥}}» ��Ï°}´}» »ÁÏº}´
Ó�Ì�ÏÚ§ Ú§�}² }�} Ì�»�}�ßÚ}» §õ§»ŗ

P�ÏßÓ}¥}}» ��ÏÁÌ�Ï}Ó§ º�´}´ß§ §õ§» ´Á²}Ó§ aßÌ}Ú§
PÁ¥ßê}ÚÁ ��Ï�}Ó}Ï²}» WßÏ}Ú /�ÌßÚßÓ}» 5ÁºÁÏ
ĉďĉŝĈĉŝlfŝĊĈĉĈ Ú}»  }´ ĉ Aß»§ ĊĈĉĈ Ú�»Ú}» 
Ì�º��Ï§}» §õ§» ´Á²}Ó§ Ó�´ß}Ó ĉĎŗĈĈĈ )} ß»Úß²
Ì�Ï²��ß»}»}» Ó}ê§Ú �}» ��Ï´Á²}Ó§ �§ /��}º}Ú}»
PÁÌ}ð}ÚÁ a}Ï}ÚŒ PÁÌ}ð}ÚÁŒ PÁÌ}ð}ÚÁ ]§ºßÏ �}»
z�º§ÚÁ �§ /}�ßÌ}Ú�» PÁ¥ßê}ÚÁŒ PÏÁé§»Ó§ SÁÏÁ»Ú}´Á ŗ

P�ÏßÓ}¥}}» §»§ º�»�}Ì}Ú §õ§» Ì�´�Ì}Ó}» ²}ê}Ó}»
¥ßÚ}» ��» }» �»Ú§Ú}Ó P]ŗ a}ð}» ]ßº�ß¥ z�ÓÚ}Ï§ f
�}» P]ŗ a}ð}» ]ßº�ß¥ z�ÓÚ}Ï§ ffŗ P]ŗ a]z f º�»�}Ì}Ú
§õ§» Ì�´�Ì}Ó}» ��Ï�}Ó}Ï²}» W/ŗ ĉďďŝ6s5)b]ŧffŝĊĈĉĊ
��» }» ´ß}Ó ĎŗđċČŒČĐ )} �}» P]ŗ a]z ff º�»�}Ì}Ú
§õ§» Ì�´�Ì}Ó}» ��Ï�}Ó}Ï²}» W/ŗ ĎĊđŝ6s5)b]ŧ
ffŝĊĈĉČ ��» }» ´ß}Ó ĐŗĐĎċŒĈĈ )}ŗ

/��ß} §õ§» Ì�´�Ì}Ó}» ²}ê}Ó}» ¥ßÚ}» �§ �}�ßÚ Ì}�}
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Čċ

�ß} Ì�ÏßÓ}¥}}» Ú�ÏÓ��ßÚ }�}´}¥ ĉčŗďđďŒČĐ )}
��Ï�}Ó}Ï²}» W/ŗĈĉŝ6s5z)/ŝWs]As5ŝ /b6ŗĉŝĉŝĊĈĊĊ
Ú}»  }´ Ď A}»ß}Ï§ ĊĈĊĊŗ

5}ºß» �}²Ú} Ú�ºß}» ´}§»»ð}Œ º�»ßÏßÚ I§»}Ó
z§» ²ß» }» )§�ßÌ �}» /�¥ßÚ}»}» ţIz)Ť PÏÁé§»Ó§
SÁÏÁ»Ú}´ÁŒ Ì�ÏßÓ}¥}}» Ú�´}¥ º�» }°ß²}»
Ì�ÏÓ�Úß°ß}» Ì�Ï¥ßÚ}»}» ÓÁÓ§}´ Ì}�} ´Á²}Ó§ ð}» 
Ó}º}ŗ /z)/ º�»ð�Úß°ß§ ßÓß´}» Ì�Ï¥ßÚ}»}» ÓÁÓ§}´
��» }» W/ŗ ċĉĈċŝ6s5z)/ŧ
PW/zŝP/])MŝPWŗĉŝčŝĊĈĊĈ Ì}�} Ú}»  }´ ĉċ 6�§
ĊĈĊĈ ��» }» Ó²�º} )ßÚ}» )}² ��» }» ´ß}Ó}»
ĉčŗČđċ )}ŗ

PÏÁÓ�Ó Ì�»�}�ßÚ}» §õ§» ð}»  �§´}²ß²}» Ú§�}²
º�Ïß�}¥ }Ì}Ìß»ŗ W�´ßÏß¥ Ì�ÏßÓ}¥}}» Ì�º� }» 
§õ§» º}Ó§¥ º�´}²ß²}» ²� §}Ú}» ÁÌ�Ï}Ó§Á»}´ ��» }»
»ÁÏº}´ �§ ´}Ì}» }»ŗ W/ Ì�»�}�ßÚ}» §õ§» Ì�´�Ì}Ó}»
²}ê}Ó}» ¥ßÚ}» ð}»  �§���}»²}» Ì}�} ²Á»Ó�Ó§ŧ
²Á»Ó�Ó§ Ó}ê§Ú �§ PÁ¥ßê}ÚÁ Ú§�}² ��Ï´}²ß �§ ´}Ì}» }»
�}» ¥}»ð} ��ÏÓ§�}Ú Ì�º��Ï§Ú}¥ß}»ŗ W�¥§»  }
Ó�º}» }Ú �}´}º ¥}´ º�´}²ß²}» Ì�Ï�}§²}» }Ú}ß
Ì�» �´Á´}}» ²��ß» ð}»  ´��§¥ �}§² Ú§�}² Ó�°}´}»
��» }» ÌÏ}²Ú�² �§´}Ì}» ŗ

Đŗ P]ŗ f»Ú§ S´Á�}´
z}²Ó}»} ţPÏÁé§��»Ú
M ÏÁ SÏßÌŤ

fõ§»
P�´�Ì}Ó}»
/}ê}Ó}»
)ßÚ}»

44 a�Ï}²Ú§é§Ú}Ó ��» }» º�´}²ß²}»
Ì�»}»}º}» ÌÁ¥Á» S}º}´ �}»
/}´§}»�Ï} ��» }» §õ§» P�Ï¥ßÚ}»}»
WÁÓ§}´ ð}»  �§Ì�ÏÁ´�¥ Ì}�} Ú}¥ß»
ĊĈĊĈŗ W��}» ²}» /z)/ Ú�´}¥
º�´�Ì}Ó²}» /}ê}Ó}» ¥ßÚ}» §»§
º�´}´ß§ W/ čĎĎŝ6s5)b]ŧffŝĊĈĉĉ
ß»Úß² §õ§» Ì�»}»}º}» Ó}ê§Ú Á´�¥
P] f»Ú§ S´Á�}´ z}²Ó}»}ŗ

P�ÏßÓ}¥}}» Ú�´}¥ º�»}»}º§

M²Ú§é§Ú}Ó Ì�ÏßÓ}¥}}» ��Ï°}´}» »ÁÏº}´
Ó�Ì�ÏÚ§ Ú§�}² }�} Ì�»�}�ßÚ}» §õ§»

fõ§» ´Á²}Ó§ aßÌ}Ú§ PÁ¥ßê}ÚÁ ��Ï�}Ó}Ï²}» WßÏ}Ú
/�ÌßÚßÓ}» 5Áŗ ĉďĈŝĈĉŝlfŝĊĈĉĈ ]�»Ú}»  P�º��Ï§}»
fõ§» zÁ²}Ó§ P�Ï²��ß»}» /�´}Ì} W}ê§Ú /�Ì}�} P]ŗ f»Ú§
S´Á�}´ z}²Ó}»} Ó�´ß}Ó ĉĊŗĈĈĈ ¥}

a�Ï´Á²}Ó§ �§ /��}º}Ú}» z�º§ÚÁ �}» /��}º}Ú}»
m}»  }Ï}Ó§ �§ /}�ßÌ}Ú�» PÁ¥ßê}ÚÁŗ

% zÁ²}Ó§ Ì�Ï²��ß»}» ��Ï}�} Ì}�} )ßÚ}»
PÏÁ�ß²Ó§ /Á»é�ÏÓ§ ţ)P/Ť

% P]ŗ fSz º�» }°ß²}» Ì�ÏÓ�Úß°ß}»
Ì�Ï¥ßÚ}»}» ÓÁÓ§}´ �}» Ú�´}¥ �§Ó�Úß°ß§ Á´�¥
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ČČ

Ú}»}º}» PÁ¥Á» S}º}´ �}»
/}´§}»�Ï}ŗ

]�´}¥ �§�}» ß» Ì}�Ï§² êÁÁ�
Ì�´´�Ú

/z)/ º�´}´ß§ W/ŗċĉĈĊŝ6s5z)/ŧ
PW/zŝP/])MŝPWzŗĉŝčŝĊĈĊĈ Ì}�} Ú}»  }´
ĉċ 6�§ ĊĈĊĈ ��» }» ÓÚ}ÚßÓ )ßÚ}» )}²
��» }» ´ß}Ó}» ĉĉŗĐĎĈ )}ŗ

% PÏÁÓ�Ó Ì�»�}�ßÚ}» §õ§» ð}»  �§´}²ß²}»
Ú§�}² º�Ïß�}¥ }Ì}Ìß»ŗ W�´ßÏß¥ Ì�ÏßÓ}¥}}»
Ì�º� }»  §õ§» º}Ó§¥ º�´}²ß²}» ²� §}Ú}»
ÁÌ�Ï}Ó§Á»}´ ��» }» »ÁÏº}´ �§ ´}Ì}» }»ŗ

% W/ Ì�»�}�ßÚ}» §õ§» Ì�´�Ì}Ó}» ²}ê}Ó}»
¥ßÚ}» ð}»  �§���}»²}» Ì}�} ²Á»Ó�Ó§ŧ
²Á»Ó�Ó§ Ó}ê§Ú �§ PÁ¥ßê}ÚÁ Ú§�}² ��Ï´}²ß �§
´}Ì}» }» �}» ¥}»ð} ��ÏÓ§�}Ú
Ì�º��Ï§Ú}¥ß}»

% W�¥§»  } Ó�º}» }Ú �}´}º ¥}´ º�´}²ß²}»
Ì�Ï�}§²}» }Ú}ß Ì�» �´Á´}}» ²��ß» ð}» 
´��§¥ �}§² Ú§�}² Ó�°}´}» ��» }» ÌÏ}²Ú�²
�§´}Ì}» ŗ
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Čč

P�ÏßÓ}¥}}» ð}»  8}ð}² b»Úß² u§�é}´ß}Ó§ �}» u§�}�ßÚ ?}ºß» n�´ßº >}Óß² u}´}º W6

?Á ?}º} P�ÏßÓ}¥}}» 8�»§Ó 4õ§» 8Á²}Ó§ L´}Ó}» >�»��Ó}² ß»Úß² u§�é}´ß}Ó§ �}» u§�}�ßÚ

ĉŗ P]ŗ W�´}Ú}» M ÏÁ
6}²ºßÏ z�ÓÚ}Ï§
ţWM6zŤ

)Sb P�Ï²��ß»}» W}ê§Ú

fbPŧ)Sb ��Ï�}Ó}Ï²}» W/ŗ
ĉČĐŝ)SbŝaP5 SfŝĊĈĈđ
]}»  }´ ĉđ +²ÚÁ��Ï ĊĈĈđ �}»
W/ŗ ĉČĐŝ)SbŝaP5 SfŝĊĈĈč
]}»  }´ ĉď +²ÚÁ��Ï ĊĈĈđ

]ÁÚ}´ ´ß}Ó )Sb ź ĐĎĈČŒĎčĉ
¥�²Ú}Ï Ú�Ï´�Ú}² �§ ĉĐ
ţ��´}Ì}» ��´}ÓŤ I�Ó} �§ /��ŗ
M§Ï Wß §¥}»Œ /}�ŗ + }»
/Áº�Ï§»  f´§Ï PÏÁéŗ WßºÓ�´ŗ

ĉŗ a�Ï²Á»�´§² ��» }» º}Óð}Ï}²}Úŗ zß}Ó ´}¥}» ð}»  ��Ï²Á»�´§² ��» }» P]ŗ WM6z ţW�´}Ú}»
M ÏÁ 6}²ºßÏ z�ÓÚ}Ï§Ť �§ I�Ó} 5ßÓ}»Ú}Ï} Ó�´ß}Ó ź ĉċċĊŒĎ )} �}» Ó}}Ú §»§ Ú�´}¥ �§²�´Á´}
ĎĈĈ ²�Ì}´} ²�´ß}Ï } ð}»  �§�ß²} º}Óð}Ï}²}Ú Ó�°}² Ú}¥ß» ĉđđčŗ

Ċŗ P] m}»} Wß�ßÏ W}ê§Ú
f»�}¥

fõ§» P�´�Ì}Ó}» /}ê}Ó}»ő
/�ÌßÚßÓ}» 6�»Ú�Ï§ /�¥ßÚ}»}»
5ÁºÁÏő W/ŗċďċŝº�»¥ßÚŧffŝĊĈĈč
Ó�´ß}Ó Ó�´ß}Ó ĎŗĈđĎ ¥}ŗ

fõ§» bÓ}¥} P�Ï²��ß»}» ţfbPŤő
/�ÌßÚßÓ}» 6�»Ú�Ï§ P�ÏÚ}»§}»
5ÁºÁÏő
čďđŝ/ÌÚÓŝ)/ŗċčĈŝI°ŗaß»ŝlffŝĊĈ
Ĉĉ Ó�´ß}Ó čŗĈĈĈ ¥}ŗ

I�Ó} aß}Ú}» fŒ aß}Ú}» ffŒ WÏ§
S�º§´}» Œ �}» S}»Úß
P}»°}»  /��}º}Ú}» /ÁÚÁ
S}Ó§ÌŒ /}�ßÌ}Ú�» W§}²Œ
S§}ßŗ

ĉŗ ]ßºÌ}»  Ú§»�§¥ ´}¥}» º}Óð}Ï}²}Ú ��» }» P] mWWf Ó�´ß}Ó ĎċčŒĈĊ ¥�²Ú}Ïŗ
Ċŗ P�» �´Á´}}» ´}¥}» Á´�¥ º}Óð}Ï}²}Ú �§ ´Á²}Ó§ ð}»  Ú§�}² �§²�´Á´} Ì�ÏßÓ}¥}}»Ŝ
ċŗ ]§�}² º�» §²ßÚ§ ÌÏÁÓ��ßÏ Ì�»�Ï�§Ú}» fbPŜ
Čŗ ]§�}² º�º§´§²§ )}² MÚ}Ó ]}»}¥Ŝ
čŗ ]§�}² º�º§´§²§ �Á²ßº�» ÓÚß�§ ²�´}ð}²}»Ŝ
Ďŗ ]§�}² º�»ð�Ï}¥²}» ´}ÌÁÏ}» Ì�Ï²�º�}» }» ßÓ}¥} Ì�Ï²��ß»}» Ó��}Ï} ��Ï²}´} Ó�Ú§}Ì

Ó�º�ÓÚ�ÏŜ
ďŗ 6�´}²Ó}»}²}» Ì�º�}» ß»}» Ì�Ï²��ß»}» º�´�ê}Ú§ ê}²Úß ð}»  �§Ú�»Úß²}» Ì}�}

²�ê}°§�}» fbPŜ
Đŗ ]§�}² º�º�}» ß» ßÓ}¥} §»�ßÓÚÏ§ Ì�Ï²��ß»}»Ŝ
đŗ ]§�}² ÌÏÁ��Ó§Á»}´ �}´}º º�» �´Á´} ßÓ}¥} Ì�Ï²��ß»}»Ŝ
ĉĈŗ Ċ ²}´§ Ú�Ï�}²ê} ²}ÓßÓ ²}Ï¥ßÚ´}Ŝ
ĉĉŗ ]§�}² º�´}²Ó}»}²}» �Á²ßº�» M6IMzŜ
ĉĊŗ ]§�}² º�´}²Ó}»}²}» ²�ê}°§�}» ²�º§ÚÏ}}» ��» }» Č ��Ó}Ŝ
ĉċŗ ]§�}² º�º�»ß¥§ Ì�º�}ð}Ï}» ��� ²}ðß }Ú}Ó fP/ P] mWWfŗ

ċŗ P] W�Ú§} M Ï§»�Á
z�ÓÚ}Ï§ ţP] WMzŤ

/�ÌßÚßÓ}» /�Ì}´} �}�}»
P�Ï§õ§»}»Œ P�»}»}º}» 6Á�}´
�}» PÏÁºÁÓ§ I}�Ï}¥ /}�ßÌ}Ú�»
f»�Ï} §Ï§ )§´§Ï 5ÁºÁÏő
čĈċŝaPĊ6PIŧfbPŝĊĈĉċŝf
Ú�»Ú}»  fõ§» bÓ}¥} P�Ï²��ß»}»

zß}Ó ²Á»Ó�Ó§ Ƅ ĉďŗĈčđ
¥�²Ú}Ï Ó��}Ï} }�º§»§ÓÚÏ}Ó§
º}Óß² ²� �}´}º ê§´}ð}¥
��Ó} Pß» ²}ÚŒ ²��}º}Ú}»
S}ß» Œ ²}�ßÌ}Ú�» f»�Ï} §Ï§
)§´§ÏŒ S§}ßŗ

ĉŗ ]ßºÌ}»  Ú§»�§¥ §õ§» ²Á»Ó�Ó§ ��» }» ê§´}ð}¥ /�´Á´} Ï}²ð}Ú Ó�ÏÚ} Ïß}»  ¥§�ßÌ §»§
º�´§�}Ú²}» ĊďĎċ °§ê} º}»ßÓ§}ŗ

Ċŗ ]ßºÌ}»  Ú§»�§¥ ��» }» /}ê}Ó}» �§´§»�ß» § ð}§Úß �²ÁÓ§ÓÚ�º  }º�ßÚ �}» ¥ßÚ}» ÌÏ§º�ÏŒ
Ó�Óß}§ ��» }» f»ÌÏ�Ó 6ÁÏ}ÚÁÏ§ßº Ì�º��Ï§}» §õ§» �§ ¥ßÚ}» ÌÏ§º�Ï �}» ´}¥}»  }º�ßÚ
Ó�°}² ĊĈĉĉŗ zÁ²}Ó§ ²Á»Ó�Ó§ Ì�ÏßÓ}¥}}» Ó�´}´ß º}Óß² PfPfa ĉŧĎŗ

ċŗ ]ßºÌ}»  Ú§»�§¥ ��» }» ²Á»Ó�Ó§ §õ§» º§´§² P] 6ßÚ§}Ï} W}�ß² /¥}Úß´§ÓÚ§ê} �}» P] a§»}
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ČĎ

}Ú}Ó »}º} P]ŗ W�Ú§} M Ï§»�Á
z�ÓÚ}Ï§ Ú}»  }´ ĉċ 5Áé�º��Ï
ĊĈĉċŗ

/�´ß}Ï }ŗ /��ß} Ì�ÏßÓ}¥}}» §»§ ��Ï �Ï}² �§ Ó��ÚÁÏ ²��ß» ²}ðß ţ¥ßÚ}» Ú}»}º}» §»�ßÓÚÏðŤ
}²}Ó§}ŗ

Čŗ P] WMz °ß } ��´ßº º�»�}Ì}Ú²}» �Á²ßº�» Ì�´�Ì}Ó}» /}ê}Ó}» ¥ßÚ}» �}Ï§ 6�»Ú�Ï§
z§» ²ß» }» )§�ßÌ �}» /�¥ßÚ}»}»ŗ

Čŗ P] m§Ï}²}Ïð} W}²Ú§
ţP] m/WŤ

fbP))/ŧ)]f
W/ 6�»Ú�Ï§ /�¥ßÚ}»}» 5Áŗ
ďČČŝ/ÌÚÓŧffŝĉđđĎ Ú}»  }´ Ċč
5Áé�º��Ï °Á W/ 6�»Ú�Ï§
z§» ²ß» }» )§�ßÌ �}»
/�¥ßÚ}»}» 5Áŗ W/
čďŝ6�»´¥²ŝW�Ú°�»ŝP)zŗĈŝĉŗĊĈĉĐ
Ú�»Ú}»  P�Ïß�}¥}» /��ºÌ}Ú
}Ú}Ó /�ÌßÚßÓ}» 6�»Ú�Ï§
/�¥ßÚ}»}» 5Áŗ ďČČŝ/ÌÚÓŧ
ffŝĉđđĎŗ

]}»°ß»  A}�ß»  a}Ï}ÚŒ
]}»°ß»  A}�ß»  ]§ºßÏŒ
a}Ú}» ¥}Ï§Œ 6ß}ÏÁ A}º�§Œ
�}» /}�ßÌ}Ú�» ]��Áŗ
W��§²§Ú»ð} ê§´}ð}¥ ²Á»Ó�Ó§
P] m/W ��Ï}�} �§ ĉċČ
��Ó}ŗ

ĉŗ a�Ï²Á»�´§² ��» }» ĉČ ��Ó}ŗ
Ċŗ /Ï§º§»}´§Ó}Ó§ŗ
ċŗ 6�»�ê}Ó²}» f»�Ï} P�´}»§ŗ
Čŗ P�» ¥}»�ßÏ}» Ú}»}º}» º}Óð}Ï}²}Ú ��» }» º�»ð�ºÌÏÁÚ²}» Ï}�ß»ŗ

čŗ P] W}ê§Ú 6}»�§Ï§
z�ÓÚ}Ï§ ţP] W6zŤ

fõ§» Ì�´�Ì}Ó}» /}ê}Ó}» ¥ßÚ}»
Ó�´ß}Ó ĉđŗĈđĉ ¥�²Ú}Ï �}Ï§
/�º�»Ú�Ï§}» z§» ²ß» }» )§�ßÌ
�}» /�¥ßÚ}»}» ţ/z)/Ť º�´}´ß§
ÓßÏ}Ú ĉŝfŝP/)ŝP5a5ŝĊĈĉč Ì}�}
ĉđ 6}Ï�Ú ĊĈĉčŗ

)Sb ��» }» ´ß}Ó ²Á»Ó�Ó§ đČċč
¥�²Ú}Ï ��Ï�}Ó}Ï²}» /�ÌßÚßÓ}»
6�»Ú�Ï§ M Ï}Ï§} I}» ]}Ú} Sß}» 
ŝ /�Ì}´} a}�}» P�ÏÚ}»}»}»
5}Ó§Á»}´ ţM]SŝaP5ŤŒ 5ÁºÁÏ
ĐĊŝ)Sbŝ/s6ŧ M]SŝaP5ŝĊĈĉď
Ú�»Ú}»  P�º��Ï§}» )}² Sß»}
bÓ}¥} MÚ}Ó 5}º} P] W}ê§Ú
6}»�§Ï§ z�ÓÚ}Ï§ŗ

z}º}»�}ßŒ /}´§º}»Ú}»
]�» }¥ŗ

ĉŗ fõ§» Ì�´�Ì}Ó}» /}ê}Ó}» ¥ßÚ}» º}ßÌß» §õ§» )Sb ð}»  �§Ú�Ï�§Ú²}» ��Ï}�} �§ ê§´}ð}¥ }�}Ú
º§´§² º}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú /§»§Ì}»ŗ m§´}ð}¥ }�}Ú º§´§² º}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú /§»§Ì}» Ó�´ß}Ó
ĉĎŗĈĈĈ ¥�²Ú}Ï ð}»  Ú�´}¥ Ú�ÏÓ�ÏÚ§�§²}Ó§ �}Ï§ a}�}» S� §ÓÚÏ}Ó§ m§´}ð}¥ M�}Ú ţaSmMŤŗ
W�Ú§�}²»ð} }�} Ó�²§Ú}Ï ĊĈĈ /�Ì}´} /�´ß}Ï } º}Óð}Ï}²}Ú }�}Ú ð}»  Ó}}Ú §»§ ��Ï²Á»�´§²
��» }» P] W6z �}» ²Á»�´§² Ú�´}¥ ��ÏßÓ§} ĉĈ Ú}¥ß»ŗ

Ċŗ P�»�Ï�§Ú}» §õ§» �§ }Ú}Ó ê§´}ð}¥ }�}Ú �§´}²ß²}» Ú}»Ì} º�»°}´}»²}» ÌÏ§»Ó§Ì gPfhŒ Ó�¥§»  }
²�¥}ÏßÓ}» �´�}» }»� �´�}Ï �}´}º Ì�»ð�´�Ó}§}» ¥}² }Ú}Ó Ú}»}¥ ð}»  �§´}²ß²}»
Ì�ÏßÓ}¥}}» �}» Ì�º�Ï§»Ú}¥ Ú§�}² �§´}²Ó}»}²}» Ó��} }§ º}»} º�ÓÚ§»ð}ŗ
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